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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang
telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Blora ini disusun wujud pertanggungjawaban atas penggunaan
anggaran dan kinerja selama Tahun 2021, dan sesuai dengan amanah Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun
2014. Hal ini sekaligus sebagal Laporan Akuntabilitas kepada publik pada
umumnya dan kepada Pegawai Negeri Sipil pada khususnya, bahwa Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora memiliki komitmen dan tekad yang kuat
dalam melaksanakan organisasi yang berorientasi pada oufput maupun outcomes.
Disisi lain Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati
Blora terhadap tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahannya yang terjadi
dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan dalam pengelolaan
Manajemen Kepegawaiaan atau Pengelolaan Sumber Daya Aparatur.

Semoga dengan penyajian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah
Tahun 2021 ini, dapat menjadi cermin bagi kita untuk mengevaluasi kinerja
organisasi selama satu tahun agar pelaksanaan kinerja kedepan dapat lebih
produktif, efektif dan efisien.

Blora, 7 Februari 2022

Kepala Badan Kepega
Kabupaten

ian Daerah
lora

Drs. HERUEKD WIYONO, M.Si.
mbina Tk. |
NIP. 19670610 199403 1 008
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BAB |
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM OPD

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora merupakan salah satu
Lembaga Teknis Daerah, penetapannya tertuang dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora. Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Blora memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam
hal pengelolaan manajemen kepegawaian daerah. Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Blora sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah merupakan unsur penunjang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 mempunyai
Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Sistem kepegawaian pada dasarnya merupakan mixed system.
Artinya, dalam perspektif otonomi daerah, urusan kepegawaian
merupakan kewenangan Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian di Daerah. Namun, secara regulasi tidak dapat dipisahkan
dari kebijakan dan aturan pada tingkat nasional. Hal inilah yang
senantiasa menuntut adaptifitas atas dinamika yang terjadi. Berdasarkan
hal tersebut, maka visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blora menjadi
acuan dalam menyelenggarakan urusan kepegawaian daerah sejalan
dengan kepatuhan atas peraturan perundangan bidang kepegawaian. Hal
ini akan menumbuhkan kepercayaan aparatur atas profesionalisme
penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah. Karenanya, kunci
keberhasilan penyelenggaraan urusan kepegawaian daerah adalah
kepatuhan atas regulasi dan koordinasi yang baik dengan instansi
pemerintah lain. Semoga pengelolaan manajemen kepegawaian yang

bersih dan profesional dapat menjadi pengungkit bagi profesionalisme dan
1
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peningkatan kinerja aparatur daerah sehingga pada gilirannya nanti akan
berkontribusi pada terwujudnya masyarakat Kabupaten Blora yang lebih
sejahtera dan bermartabat.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara
teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora sebagai
instansi pemerintah diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan
pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP).

LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun
2020 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan
mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam
Rencana Kinerja Tahun 2020, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan
kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora pada tahun
mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk
mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blora dalam satu tahun anggaran.

Target kinerja yang harus dicapai Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2021, merupakan penjabaran dan visi, misi dan
tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun
2016-2021 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021. Pengukuran
pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam
meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan
program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak
yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja instansi
pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan
pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Blora.
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A1 Tugas dan Fungsi
1. Tugas
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
pada Bab IV Tugas dan Fungsi Bagian Kesatu (Pasal 5) Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bupati dalam Kebijakan Teknis di Bidang Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Bab IV Tugas dan
Fungsi Bagian Kesatu Pasal 5, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai
fungst:
a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.
3. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Blora dapat dilihat pada gambar berikut ini

Lia
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Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:

a.
b.

b

Kepala Badan;

Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Program Dan Keuangan; dan

2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

Bidang Perencanaan Dan Administrasi Pegawai, membawahkan:

1. Subbidang Perencanaan Dan Pengadaan Pegawai,

2. Subbidang Layanan Administrasi Dan Kesejahteraan Pegawai:
dan

3. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian.

Bidang Mutasi Pegawai, membawahkan;

1. Subbidang Jabatan;

2. Subbidang Kepangkatan; dan

3. Subbidang Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai.

Bidang Pendidikan, Pelathan Dan Pembinaan Pegawai,

membawahkan:

1. Subbidang Pendidikan Dan Pelatihan Struktural:

2. Subbidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Fungsional; dan

3. Subbidang Pembinaan Pegawai Dan Peraturan Perundang-
undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang

4
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bersangkutan.

» Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat
fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan.

A.2 Kondisi Umum
1.  Sumber Daya Manusia

Berjalannya organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Blora, sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas Sumber Daya
Manusia Aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blora didukung oleh Pegawai sebanyak 38 orang dengan profil
demografi sebagai berikut

Gambar 1.2 Jumlah PNS Tahun 2020 BKD Kabupaten Blora
berdasarkan Pangkat Golongan

Total

I | l | W Total
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Gambar 1.3 Jenjang Pendidikan PNS BKD Kabupaten Blora

Total
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tf5arjana Sarjana Diasar
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Latar Belakang Pendidikan PNS BKD Kabupaten Blora
didominasi Sarjana/D4 sejumlah 25 orang, kemudian diikuti oleh SMA 6
orang, $2 5 orang, D3 1 orang dan Sekolah Dasar 1 orang. Hal ini
merupakan modal yang baik untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan.
Disamping itu, keterisian jabatan sejumiah 16 dari 16 jabatan struktural
yang ada, sehingga tidak ada jabatan yang kosong dan semua telah terisi.

Tabel 1.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara
menurut Klasifikasi Kepangkatan Pegawai
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora

No

PNS Golongan
Jabatan (Orang)

IV ||l |

; 1 | Kepala SKPD E |
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PNS Golongan %
No Jabatan (Orang) i
08 | | G | e :
2 | Sekretaris 1 ; |
= — - - I .!
3 | Sub Bag Program dan Keuangan 1 ;
4 | Sub Bag Umum dan Kepegawaian 1
5 | Bidang Mutasi Pegawai 1
6 | Sub Bidang Jabatan T [
| 7 | Sub Bidang Kepangkatan T
| 8 | Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian Pegawali 1 .
9 | Bidang Perencanaan dan Administrasi Pegawai 1 ‘
10 | Sub Bidang Pe_r:encanaan dan Pengadaan Pegawai 1_ =
' 11 | Sub Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai 1 T
12 | Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian 1
13 | Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pembinaan Pegawai 1
| 14 | Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural 1
15 | Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional 1
16 Sub Bidang Pem binaan Pegawa'i dan Peraturan Perundané- 1
undangan { .
24 | Staf o o o ERERE |
Jumlah 2 E 30| 5 | 1
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Tabel 1.3
Jumlah ASN di Tiap Bidang

| Sekretariat

14 Orang
Bidang Mutasi Pegawai R 8 Orang
- Bidang Perencanaan dan Administrasi
| . 7 Orang
Pegawai
Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan :
7 ) 9 Orang
Pembinaan Pegawai

Sumber : Data Pegawai BKD Kabupaten Blora Tahun 2021
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2. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora memiliki sarana dan prasarana
pendukung yang secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut -

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora

No. | — T enis T ~ Nilai (Rp.)

"1 |Tenah 479.000.000 |
2 | Peralatan dan Mesin T 3.693.626.508 |

3 | Gedung dan Bangunan  4.567.102.067
"4 [ Jalan Irigasi, dan Jaringan - 129.138.150 |
5 | Aset Tetap Lainnya ' ' 2.665.400 |

6 | Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) | ) ' -
7 | Asetlainnya o 573.208.310 |
Total Nilai -- 9.444.740.435

Adapun Sarana dan Prasarana Badan Kepegawaian Daerah yang
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara rici dapat dilihat
pada tebel berikut:

Tabel 1. 5
Daftar Rincian Sarana dan Prasarana
No Jenis Barang | Jumiah Keterangan |
Gudang Arsip dan
1 | Bangunan Gedung 5
Mushola
W | i rm.-ﬂu..lla
R [ Gedung dan Bangunan
Kantor
- o _ Pagar E
2 | Kendaraan Dinas | 30
a. Kendaraan Roda 4 § E S
(empat)

11
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No | Jenis Barang Jumiah Keterangan
b. Kendaraan Roda 2 (dua) 24
3 | Mesin Ketik Manual Ta i
4 | PompaAir 1 I
5 | Tangga Latihan 1 _. '
6 | Scanner (Universal Tester) 8 =
"7 [ Lemar BesiiMetal 1 J 1
8 | LemariKayu 14 o
9 | Rak Kayu ' 20
10 | Filing Cabinet Besi 1
11 | Filing Cabinet Kayu 6
12 | Brankas 1 : |
13 | White Board 2 ]
14 | Alat Penghancur Kertas 2 _
15 | Mesin Absensi 6
| 16 | pisplay : 1 |
| 17 | LcD Projector/Infocus 2 - B
18 | Papan Nama Instansi 3
| 19 Meja Kerja Kayu 24
20 | MejaRapat 5 : |
21 Meja Telepon 3
i 22 Mej;a Resepsionis 1 _ h
23 -_P;tursi Rapat._ : " 1_5 ) il
24 | Kursi Tamu _ = | 1
|25 | Kursi Putar 2 _.
26 | Bangku Tunggu 4 |
27 | Kursi Lipat 210
| 28 | Meja Komputer n 24
29 | Sofa - | 3
%0 | Mesin Penghisap 3
Debu/Vacuum Cleaner
| 31 | Lemari Es | 2 _ _ |
32 | A.C. Window RIET
33 Knm;;ur Gas (Alat Dapur) 1 i _
| 3 [Kkitchenset N _ B

12
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No |

Jenis Barang

Jumiah

35

Tabung Gas

| 36

Televisi_

37

Tape Recorder (Alat Rumah
Tangga Lainnya { Home Use )

L I

38

Amplifier

39

Loudspeaker

40

—+
]
|

Sound System

41

Wireless

42

Micmphnne- R

43

Microphone '?lmr Stand

Unit Power Supply

45

Tustel

46

Karpet

47 |

Gordyin/Kray -

48

Alat Rumah Tangga Lainnya
(HomeUse)

49

Alat Pemadam Kebe;ka_t}an_

50

Meja Keria Pejabat Eselon ||

51

Meja Kerja Pejabat Eselon lil

B | =2 | P =~ 0| PR = | L LD | = | L =

52

Meja Kerja Pegawai Non
Struktural

53

Meja Tamu Biasa

54

Meja Rapat Pejabat

55

' Kursi Kerja Pejabat Eselon I

56

| Kursi Kerja Pejabat Eselon lIl |

57

- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV

—

58

| Kursi Kerja Pegawai Non
| Struktural

Kursi Rapat Pejabat

Lemari Buku Untuk
Perpustakaan

| Dinamis

Lemari Buku Arsip Untuk Arsip

8
9
2

Compact Disc Player

- | M

o
]

Mesin Barcode

Wireles.s Ampl:ﬁer -

Peralatan Antena Shf/Parabola

-

13
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Jenis Barang

Jumiah

Keterangan

| Automatic Chart- Prcyektu.r

| Proyektor Romad Complet

Screen

TV Monitor

By | | B | =

Portable Pen Recorder

—h

7

| Alat Peraga Praktek Sekolah

Bidang Studi : Olah Raga

72

Automatic Dispenser

| 73

Metal Detector

74

| 75

Kamera Digital

Digital Handycam VHSC

78

Layar Proyektor

==k WM

77

' Mainframe {Komputer

Jaringan)

P.C Unit

7B

Lap Top

18

- 80

MNote Book

24

81

Pe rsonaf- Komputer

82

Hard Disk

83

Printer (Peralatan Personal

Komputer)

Scanner (Peralatan Personal

85

| Komputer) .
| Viewer (Peralatan Personal

Komputer)

ExternaHPc-rtéﬂa Hardisk |

a7

Server

88

Router ]

89

Kabel UTP

90

Wireless Access Point

91

Peralatan Jaringan

| 82

Air Conditioning (AC)

93

Jaringan Listrik

94

Jaringan Telepon

14
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B. Fungsi Strategis

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora secara umum memiliki
Fungsi strategis dalam pencapaian Misi Pertama Bupati “mewujudkan
pemerintah yang efektif bersin KKN, dan demokratis, melaksanakan reformasi
birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik® yaitu : Peningkatan
kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora memiliki tanggung
jawab dalam kaitannya Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi
birokrasi, yaitu:

1. Memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai;

2. Terwujudnya penataan pegawai sesuai jabatan kompetensinya dan syarat
jabatan serta memperhatikan pola karier:

3. Mengembangkan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian, sehingga
pengelolaan data dan kinerja berjalan efisien:

4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan peningkatan
Kompetensi sesuai Tupoksi yang dilaksanakan:

5. Peningkatan Pembinaan pegawai untuk meningkatkan akuntabilitas,
reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan pegawai

6. Peningkatan pelayanan prima administrasi kepegawaian dalam rangka
peningkatan kapasitas pemerintah daerah guna mewujudkan Tata
Pemerintahan yang baik (Good Governance).

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blora
Adapun permasalahan utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Blora yang mempengaruhi dalam rangka Peningkatan kualitas pelayanan publik
melalui reformasi birokrasi di Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :
1. Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN):
Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan:
3. Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya;



LKFIP Badan Kepegawaian Dyerah
Kabupatent Blora Tahun 2021

4. Masih adanya kasus indisipliner pegawai dan belum optimalnya penegakan
disiplin aparatur.
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BAB Il
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Blora Tahun 2017-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk
memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun
kedepan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora. Dokumen Renstra ini berfungsi untuk
menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora dalam melaksanakan program/kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat
visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima
tahun kedepan.

Dasar hukum penyusunan Renstra OPD mengacu pada UU Nomor 23
tahun 2014, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/ Kabupaten untuk
mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dimana setiap
organisasi perangkat Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis
(Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD
dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan
Renstra OPD adalah gambaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang
menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari Dokumen Renstra
selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja OPD per tahun.
Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017-
2021 dalam rangka pemenuhan tuntutan Peningkatan kualitas Sumber Daya
Aparatur dengan peningkatan Kompetensi serta peningkatan pelayanan prima
administrasi kepegawaian dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah
daerah guna mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Govemance),

diperlukan peningkatan sistem pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur serta

I'?
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peningkatan sarana dan prasarana kerja sehingga efisiensi dan efektivitas
administrasi kepegawaian dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah
tercapai secara maksimal dan dapat memberikan keamanan, kenyamanan,
kelancaran serta kepastian bagi penerima pelayanan. Semua itu harus
direncanakan agar dapat memberikan pelayanan yang baik pada penerima
layanan administrasi kepegawaian, dengan harapan agar dapat mendorong
partisipasi ASN untuk berperan serta dalam pembangunan.

1. VISI

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blora Tahun 2016 —

2021 adalah : “Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan

Bermartabat”. Visi tersebut merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya dengan

melanjutkan misi dan program yang belum tercapai secara optimal.

Berdasarkan visi tersebut, diharapkan seluruh elemen masyarakat

Blora (termasuk didalamnya unsur pemerintah daerah) lebih mengoptimalkan

seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan masyarakat Blora yang

sejahtera dan bermartabat. Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat yang sejahtera, mengandung maksud bahwa seluruh masyarakat
Kabupaten Blora telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi
sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan secara layak dan
berkeadilan. Kondisi ini ditandai tingginya pendapatan perkapita penduduk,
pemerataan pendidikan bagi masyarakat, tingginya derajat kesehatan
masyarakat, menurunnya jumlah penduduk miskin, terciptanya iklim
investasi, meningkatnya jumlah lapangan kerja di berbagai sektor usaha,
ketersediaan infrastruktur dasar dan terciptanya kelestarian lingkungan hidup.

2. Bermartabat mengandung maksud bahwa masyarakat Blora memiliki harga
diri yang tercermin melalui akhlak mulia dan berbudaya. Berakhlak mulia
dalam arti memperoleh kemajuan pada dimensi mental-spiritual, keagamaan
dan kebudayaan yang ditandai dengan terbentuknya masyarakat yang
bermoral dan berkarakter, sebagai wujud kesejahteraan masyarakat secara
lahir dan batin. Berbudaya dalam arti menjujung tinggi nilai-nilai kebudayaan
termasuk didalamnya hukum kearifan lokal sebagai cerminan harkat dan
martabat manusia. Berbudaya merupakan aktifitas terus-menerus dalam

menumbuhkembangkan kualitas yang ditandai dengan terwujudnya budaya
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profesionalisme, daya saing, etos kerja dan menghormati  hukum.
Kebudayaan sebagai sebuah bidang kehidupan menjadi elemen penting
menuju masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan visi dan misi pembanguan jangka menengah Tahun
2016-2021 tersebut diatas, maka Badan Kepegawaian Daerah sebagai
Organisasi Perangkat Daerah mempunyai fungsi penunjang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan.

2. MISI

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora
merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan
serta merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blora dan
terintegrasi dengan potensi sumber daya manusia aparatur yang dimiliki.

Keterkaitan antara dokumen RPJMD dan Renstra BKD Kabupaten
Blora, dapat ditelusuri dari sinkronisasi antara visi misi Pemerintah Kabupaten
Blora dengan tujuan dan sasaran BKD Kabupaten Blora, khususnya terkait
dengan Misi Pertama , yaitu "mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN,
dan demokratis, melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan
pelayanan publik’. Berangkat dari misi tersebut BKD Kabupaten Blora

menetapkan tujuan dan sasaran.

3. TUJUAN
Tujuan yang dirumuskan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Blora dalam melaksanakan manajemen kepegawaian adalah:
» Meningkatkan kapasitas, kompetensi, etos kerja dan integritas Aparatur Sipil
MNegara;
» Mewujudkan pengelolaan administrasi kepegawaian yang cepat dan akurat.

4. STRATEGI
» Mengoptimalkan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur seria
sosialisasi peraturan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku;
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» Mengoptimalkan sumber daya aparatur dalam menangani penyelesaian
permasalahan kepegawaian dan melaksanakan pembinaan kepegawaian;

» Optimalisasi kinerja petugas yang menangani Mutasi dan Pensiun;

~ Optimalisasi kinerja petugas yang menangani Kenaikan Pangkat;

= Optimalisasi Updating Data Kepegawaian

5. SASARAN
Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan manajemen

kepegawaian daerah adalah -

» Memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai:

» Terwujudnya penataan pegawai sesuai jabatan kompetensinya dan syarat
jabatan serta memperhatikan pola karier;

» Mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian, sehingga
pengelolaan data dan kinerja berjalan efisien:

» Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan peningkatan kompetensi
sesuai Tupoksi yang dilaksanakan:;

» Peningkatan Pembinaan pegawai untuk meningkatkan akuntabilitas, reformasi
birokrasi dan peningkatan kesejahteraan pegawai:

#» Peningkatan pelayanan prima administrasi kepegawaian dalam rangka
peningkatan kapasitas pemerintah daerah guna mewujudkan Tata
Pemerintahan yang baik (Good Governance).

6. IKU
Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama

1) 2) 3)

1 | Terpenuhinya jabatan = 1. | Persentase pejabat yang sesuai
sesuai dengan kompetensi
kompetensi yang

| dibutuhkan dan ASN
- yang memiliki etos |
 kerja tinggi | |

2 | Meningkatnya disiplin | 1. | Persentase penyelesaian kasus-kasus
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sumber daya aparatur pelanggaran disiplin dan izin perkawinan
dan perceraian
3 | Meningkatnya ' 1. | Persentase kepuasan masyarakat /
pelayanan | penerima layanan administrasi
administrasi kepegawaian (non komulati
kepegawaian e ( )

4 | Meningkatnya akurasi 1. | Persentase akurasi data kepegawaian
data kepegawaian_ =
5 | Meningkatnya 1. | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
akuntabilitas

| pengelolaan program
dan kegiatan
perangkat daerah

gg;ngber * IKU BKD Kabupaten Blora Tahun 2017 — 2021 berdasarkan Perbup. Nomor 44 Tahun
B. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai
dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen
penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas
kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber
daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang
dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome}
yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan
demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang
dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
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4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi
dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam Perjanjian Sasaran Kinerja Pegawai.
Target Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun
2021, terurai dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kepala BKD

2) 3) 4)
1 | Terpenuhinya jabatan 1. | Persentase pemenuhan | 68,72%
sesuai dengan kebutuhan aparatur
kompetensi yang
dibutuhkan dan ASNyang =~ _ o ]
memiliki etos kerja tinggi 2. | Persentase pejabat 57.60%
i __| yang sesuai kompetensi !
2 | Meningkatnya disiplin 4. | Persentase 100% |
| sumber daya Aparatur penyelesaian kasus-

| kasus pelanggaran
disiplin dan proses izin
perkawinan dan
perceraian

- 3 | Meningkatnya pelayanan 9. | Indeks kepuasan . 90%
administrasi kepegawaian | | masyarakat / penerima

layanan administras

kepegawaian (non

I komulatif) i
4 | Meningkatnya akurasi 6. | Persentase akurasi data 90% |
.| data kepegawaian - kepegawaian | ]
| 5 | Meningkatnya | 7. | Nilai Akuntabilitas B
akuntabilitas pengelolaan Kinerja OPD .
' program dan kegiatan
perangkat daerah

Dalam rangka mencapai target perjanjian kinerja Kepala BKD,
didukung oleh program dan kegiatan oleh Pejabat Administrasi dan Pengawas di

BKD Kabupaten Blora yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

L) _2) 3) o 4
1 | Terpenuhinya jabatan | 1. | Persentase Keterisian Formasi | 100%
_sesuaj dengan | CPNS .
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kompetensi yang .| Jumlah dokumen usulan ' 1 Dokumen
dibutuhkan dan ASN | kebutuhan formasi CPNS ' )
yang memiliki etos 3. | Persentase SK CPNS ke PNS 100%
kerja tinggi ___ yang terselesaikan _ _
4. | Persentase Sumpah Janji PNS 100%
: terselesaikan o
5. | Jumlah PNS yang mengikuti Diklat
 PIM :
_ - PIM NI . Borang
[ 6. | Jumlah Peserta Diklat Prajabatan 280 orang |
7. | Jumlah peserta yang mengikuti 199 orang
| Diklat Teknis Fungsional | .
. 8. | Jumlah pelantikan pejabat 4 kali
. ____| administrasi/ fungsional |
. 9. | Jumlah pengangkatan/ mutasi 150 orang
| PNS dalam jabatan . .
10. | Jumlah keputusan mutasi jabatan | 30 SK
. ' fungsional - _
11.  Jumiah Calon JPT/JPT yang 42 Orang
. __| mengikuti penilaian kompetensi |
12, | Jumlah PNS yang mengikuti 100 orang
_ . penilaian kompetensi (Talent Pool) |
2 | Meningkatnya disiplin | 13. | Jumlah pejabat administrasi/ 50 orang
.' sumber daya Aparatur fungsional yang mengikuti
sosialisasi PP Nomor 30 Tahun ! '
| 2019
| 14, | Persentase Penyelesaian Kasus- 100 %
| | Kasus Kepegawaian | _
| 15. | Persentase Penyelesaian Izin 100 %
untuk Beristri lebih dari seorang
dan izin perceraian - B
B ) 16. | Jumlah SKPD yang disidak | _200PD |
3 | Meningkatnya 17.  Persentase penyelesaian usulan 100%
pelayanan | tugas belajar dan izin belajar
| administrasi .
kepegawaian . o —
18. | Jumlah peserta tugas belajar atas 2 Orang
! - : _biaya pemerintah daerah |
[ 19. | Jumlah Peserta Pembekalan Pra 40 orang
_| Purna Bhakti PNS o .
I 20. | Persentase Usulan Penghargaan 100%
Satya Lancana Karya Satya
- tersampaikan . .
21. | Persentase Usulan Karis, Karsu, 100% ]
| Karpeg, dan Taspen yang ;
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terselesaikan ‘

22. | Persentase usulan klaim Jaminan 100 %
1 Kecelakaan Kerja (JKK)
i | terselesaikan - B _

23. | Persentase Usulan Pemindahan 100%

dan Pemberhentian yang
terselesaikan

24.  Persentase Penyelesaian Usulan 100%
B | Kenaikan Pangkat PNS _ _ |
25. | Jumlah peserta ujian dinas dan 100 orang
kenaikan pangkat penyesuaian
ijazah

| 26. | Jumlah Berkas Kenaikan Pangkat

: yang diusulkan 1100 Orang
27. | Pelaksanaan Rapat Koordinasi
' dan Evaluasi Kenaikan Pangkat 1 Kali
4. | Meningkatnya akurasi | 28. | Jumiah File Kepegawaian yang | 8.100 file
data kepegawaian | terupdate - '
' 29. | Jumlah data kepegawaian yang 8.100 Data
+ | terupdate _
30. | Jumlah pemeliharaan aplikasi 3 Aplikasi
- layanan administrasi kepegawaian | i
5. | Meningkatnya ' 31. | Jumiah dokumen Laporan . 5 dokumen
akuntabilitas keuangan akhir tahun tersusun
pengelolaan program
! dan kegiatan
; perangkat daerah | _
32. | Jumlah Dokumen Renstra, Renja, | 3 dokumen

| dan Penetapan Kinerja tersusun

33. | Jumlah dokumen LAKIP dan LKPJ | 2 dokumen
| . SKPD tersusun

Selama Tahun 2021 berjalan, terjadi perubahan dalam APBD
Kabupaten Blora, yaitu sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama karena Refocusing
Anggaran sebagai akibat adanya Pandemi Covid 19 dan Yang kedua Perubahan
ABPD, yang berpengaruh terhadap Akutabilitas Kinerja.
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Tabel 2.3. Anggaran BKD Kabupaten Blora Tahun 2020

No. [ Belanja APBD Mumi (Rp) | Refocusing (Rp) | APBD Perubahan (Rp)
1. | Belanja Operasi 12.300.536.000 12.100.536.000 10.941.532.000
Belanja Pegawai 4,244 040.000 4244 040000 4244 040000
Belanja Barang Jasa B 8.056.496.000 7.856.496.000 6,697 492 000
2. | Belanja Modal 233025000 | 233025000 | £12.029.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 165.475.000 | 165.475.000 | 544 575000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya £7550.000 | 67550000 | 67.054.000 |
12.533.561.000 12333.561.000 |  11.553.561.000

Sumber : DPA BKD Kabupaten Blora Tahun 2021

Dengan adanya Perubahan Anggaran di Tahun 2021 maka target-target untuk
setiap sub kegiatan juga berubah. Perubahan Anggaran dan Perubahan Target
untuk setiap Sub Kegiatan dapat dilihat di Tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Perubahan Target dan Anggaran Tahun 2020
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Penyelenggaraan 31 orang | 379 orang | 3441117000 | 2.981.117.000
Pengembangan
Kompetensi bagi
Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan . |
Fungsional, :
Kepemimpinan, dan
_Prajabatan I _
Penyslenggaraan 184 orang 184 orang 465932000 | 265932000 |
Fengembangan
i Kompetensi Teknis
Lmum, Inti, dan
pilinan bagi Jabatan
Administrasi '
Penyelenggara
( Urusan Pemerintahan
| Konkuren, Perangkat
' Daerah Penunjang,
dan Urusan
Pemerintahan Umum it — : =
Pengelolaan Tugas Belajar 2 | Tugas Belajar 2 197 000.000 167.000.000 |
Fendidikan Lanjutan | orang, orang,
ASN Persentaze Persentase
- Penyelesaian ljin | Penyelesaian ljin
| Belajar, Belajar,
Keterangan | Keterangan
Belajar, Tugas Belajar, Tugas
Belajar, dan ljin Belajar, dan ljin
Penggunaan Fenggunaan
_ Gelar 100% Gelar 100% > =
Pembinaan  Disiplin | OPD yang | OPD yang 105.806.000 105.806.000
ASN | disidak 20 OPD,  disidak 20 OPD, |
Jumlah OPD/unit | Jumlah OPD/unit
Kerja yang | Kerja yang
menerima menerima '
presentasi PP 30 | presentasi PP 30
Tahun 2019 | Tahun 2019
sebanyak Penyelesaian
Penyelesaian Kasus-Kasus
| Kasus-Kasus Kepegawaian
| Kepegawaian 100%, |
100%, | Penyelesaian izin ,
Penyelesaian izin | beristri lebih _
beristri lebih | secrang dan izn
seorang dan izn | perceraian 100%
!, perceraian 100% i ==
| Jumlah peserta | Jumlah peserta 17.590.000 32.5%0.000
| Peningkatan | sosialisasi sosialisasi
| Kapasitas Kinerja | peraturan peraturan
ASN perundang- perundang-
undangan 50 | undangan 50
- orang : _orang e b=
| Pengelolaan Promosi | Jumlah PNS | Jumliah PNS 680.000.000 570.000.000 |

| ASN
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dalam  jabatan
150 orang,
Jumnlah PNS
yvang  mengikiui
penilaian
kompetensi 100
| orang,  Jumiah |
calon  JPT/JPT
| yang  mengikuti
| penilaian
kompetensi 42
orang, jumiah
keputusan
mutase jabatan
fungsional 30
keputusan,
Jumiah
Pelantikan

| Pejabat

Administrasi/
Fungsional 4 Kali

Administrasi/
Fungsional 7 Kali

dalam  jabatan |
200 orang, .
Jumlah PNS |
yang mengiktui
penilaian
kompetensi 600
orang,  Jumlah
calon  JPT/JPT
yang  mengikuti |
| penilaian
kompetensi 18
orang, jumlah
keputusan
mutase  jabatan
fungsional 30
keputusan,
Jumiah
Pelantikan
Pajabat

1.168.000.000
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I Keterisian Keterisian 1.668.000.000
oo dan | ormasi ASN | Formasi ASN
Fasilitasi Pengadaan | Ly - R
PNS dan PPPK sesuai Bidang | sesuai Bidang . _
; dan Kompetensi | dan Kompetensi |
100%, Dokumen | 100%, Dokumen '
Usuilan Usulan
| Kebutuhan Kebutuhan
Farmasi ASN 1 Formasi ASN 1
Dokumen, SK Dokumen, SK
CPNS ke PNS CPNS ke PNS
100%, Sumpah 100%, Sumpah
- _ Janji PNS 100% | Janji PNS 100% _ -
Pengelolaan Kenaikan | Peserta Ujian Peserta Ujian 140.000.000 145.000.000 |
Pangkat ASN Kenaikan Kenaikan
Pangkat Pangkat
FPenyesuaian FPenyesuaian
| ljazah dan Ujian ljazah dan Ujian
Dinas 100 orang, | Dinas 149 orang, |
Penyelesaian Penyelesaian |
Usulan Kenaikan | Usulan Kenaikan
Pangkat PNS Pangkat PNS .
100%, Jumiah 100%, Jumlah
berkas usulan berkas usulan
. kenaikan pangkat = kenaikan pangkat
1100 orang, 700 orang,
pelaksanaan pelaksanaan
Rapat Koordinasi | Rapal Koordinasi
dan evaluasi dan evaluasi
kenaikan pangkat | kenaikan pangkat |
| | 1 kal 1kall — —_—
9. | Pengelolaan Usulan Usulan 113.250.000 33.250.000 |
| Pemberian Penghargaan Penghargaan '
Perighargaan Bagi Satya Lancana Satya Lancana
FPegawai Karya Satya Karya Satya
100%, Usulan [ 100%. Usulan
| Klaim JKK 100%, | Klaim JKK 100%.
Usulan Karis, Usulan Karis,
Karsu, Karpeg, | Karsu, Karpeg, |
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| dan Taspen
100%, Kegiatan
Pra Purna Bakti

' dan Taspen

[ 100%, Kegiatan

Pra Purna Bakti 0

10

e

~ | 40 Orang Orang
| Koordinasi | Usulan | Usulan 140.000.000 95.000.000 |
Pelaksanaan | Pemindahan dan = Pemindahan dan
Administrasi Pemberhentian Pemberhentian
| Pemberhentian yang yang
terselesakan terselesaikan
| 100%, jumlah | 100%, jumiah
berkas pension | berkas pension
yang diusulkan yang diusulkan
500 berkas, G600 berkas,
Jumiah Berkas Jumiah Berkas
Permintaan | Permintaan
| Pembayaran ' Pembayaran
| Pensiun yang Pensiun yang
diusulkan 450 diusulkan 500
berkas, berkas,
Pelaksanaan Pelaksanaan
| Rapat Koordinasi | Rapat Koordinasi
dan Evaluasi dan Evaluasi
Pensiun 1 kali | Pensiun 0 kali | _
| Pengelolaan Data Updating 8.100 Updating 8.100 224 360000 | 224.360.000 |

Kepegawaian data dan B.100 data dan 8.100
Filz PNS dan File PNS dan
| perawatan perawatan
| aplikasi aplikasi
kepegawaian 3 kepegawaian 2
Aplikasi Aplikasi
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BAB Ili
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja
yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang
digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada
perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai
berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

_NO | SKALA CAPAIANKINERJA | KATEGORI =
1. 190,1s.4d. lebih | SangatTinggi / Sangat Berhasil

2. |751s.4d.90 ' Tinggi / Berhasil
| 3. 165,15d.75 ___ Sedang / Cukup Berhasil =4
| 4. 50,15.d.65 _ Rendah/ Tidak Berhasi |

Sangat Rendah / Sangat Tic_i_ak_.Eerhasii _

5.0 sd50

Pada Tahun 2021, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora telah
melaksanakan seluruh program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya, Jika pada Tahun 2020 hanya Program dan Kegiatan, maka
pada Tahun 2021 sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
menjadi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan. Sealin itu Tahun 2021 merupakan
Tahun terakhir dari Renstra Tahun 2016 — 2021, sebelum penyusunan Renstra
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Baru Tahun 2021 - 2026, sehingga dalam hal ini inidkator dan targetnya masih
menggunakan Renstra yang lama. Pada Tahun 2021, Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Blora telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan Sub
Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja
dan Rencana Strategis (Renstra) tercermin dalam capaian kinerja setiap indikator
pada sasaran strategis sebagai berikut :

I. Sasaran :Terpenuhinya Jabatan sesuai dengan Kompetensi yang
Dibutuhkan dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dimaksud, maka
dilakukan pengukuran kinerja melalui 2 (dua) indikator sasaran sebagai berikut -

Capaian
Capaian terhadap |
Sasaran - Capaian Tahun Target
Strategis indikator Kinerja Target | Realisasi r%} sabeluy Akhir
{96) Renstra
(2021) (%)
| Terpenuhinya 1. | Persentase 68,72 87,5 127.33 98,70 68,72
| jabatan sesuai Pemenuhan
dengan Kebutuhan
kompetensi | Aparatur (%)
yang
dibutuhkan " - _
dan ASN yang 2. | Persentase 57,60 70,00 121,53 76,00 57,6
| memiliki etos | Pejabat Sesuai
| kerja tinggi | Kompetensi
_? (%)
|
po— == .

Berdasarkan tabel di atas. dapat diketahui bahwa Sasaran 1 : Terpenuhinya

Jabatan sesuai dengan Kompetensi yang dibutuhkan dan ASN yang memiliki

etos kerja tinggi dengan 2 (dua) Indikator Kinerja antara lain:

1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Blora

menargetkan

persentase

pemenuhan kebutuhan

aparatur sebesar 68,72 %, realisasi yang dicapai dapat melampaui target
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yaitu sebesar 875 % sedangkan persentase pemenuhan kebutuhan
aparatur di Kabupaten Blora tahun 2021 dapat tercapai sebanyak 127.33
% atau kategori capaian sangat tinggi / sangat berhasil. Hal ini berdasarkan
penghitungan formasi yang ada sebanyak 992, terdiri dari Formasi CPNS
sebanyak 68 orang, PPPK Guru 822 orang, dan PPPK Tenaga Kesehatan
dan Teknis sebanyak 102 orang. Sedangkan yang terisi sebanyak 868,
terdiri dari CPNS 61 orang, PPPK Tenaga Kesehatan dan Teknis 51 orang,
dan PPPK Guru sebanyak 756 orang.

2. Persentase Pejabat Sesuai Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blora menargetkan persentase Pejabat Sesuai Kompetensi
sebesar 5760 %, realisasi yang dicapai dapat melampaui target yaitu
sebesar 70 % sedangkan persentase pemenuhan kebutuhan aparatur di
Kabupaten Blora tahun 2021 dapat tercapai sebanyak 121,53 % atau
kategori capaian sangat tinggi / sangat berhasil.

Rata — Rata Capaian Sasaran | Terpenuhinya Jabatan sesuai dengan

Kompetensi yang dibutuhkan dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi adalah

sebesar 129,27 % atau kategori capaian sangat berhasil.

Il. Sasaran : Meningkatnya Disiplin Sumber Daya Aparatur

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2 dimaksud, maka

dilakukan pengukuran kinerja melalui 1 (satu) indikator sasaran sebagai berikut :
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Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Sasaran 2

-

Capaian
: Capaian terhadap
Sasaran . | Capaian Tahun Target
Soumgls | ONOorRbwr | THw RN | | shehuiis | Ak
a (%) Renstra
(2021) (%)
Meningkatnya ' Persentase 100 100 100,00 100 | 100
| Disiplin Penyelesaian |
Sumber Daya | Kasus-Kasus
Aparatur | Pelanggaran
Disiplin dan
Proses lzin
Perkawinan
dan
. Perceraian |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Sasaran 2: Meningkatnya

Disiplin Sumber Daya Aparatur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu:

1.

Untuk Sasaran 2 Meningkatnya Disiplin Sumber Daya Aparatur

Persentase Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin dan Proses lzin

Perkawinan dan Perceraian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora

menargetkan persentase Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin

dan Proses Izin Perkawinan dan Perceraian sebesar 100 %, realisasi yang

dicapai dapat sesuai target yaitu sebesar 100 %

sedangkan persentase

Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin dan Proses 1zin Perkawinan

dan Perceraian di Kabupaten Blora tahun 2021 dapat tercapai sebanyak

100 % atau kategori capaian sangat tinggi / sangat berhasil.

dikarenakan

cuma mempunyai 1 (satu) indikator, dapat dikatakan Capaian Sasaran 3 adalah

seesar 100 % atau kategori capaian sangat berhasil.

lll. Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Kepegawaian

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3 dimaksud, maka

dilakukan pengukuran kinerja melalui 1 (satu) indikator sasaran sebagai berikut
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Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Sasaran 3

Capaian
Capaian teTr::: p ;
Sasaran . | Capalan Tahun i
Strategis indikator Kinerja | Target | Realisasi (%) sebelumnya Akhir
(%) Renstra
(2021)
(%)
Meningkatnya | 1. | Persentase 90 | 85,038 | 94,49 96,9 90 |
Pelayanan Kepuasan
Adminsitrasi Masyarakat / |
| Kepegawaian | | Penerima |
f Layanan
Administrasi
Kepegawaian
! (%)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Sasaran 3 Meningkatnya

Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu:

; 1

Persentase Kepuasan Masyarakat / Penerima Layanan Administrasi

Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora menargetkan
persentase Kepuasan Masyarakat / Penerima Layanan Administrasi
Kepegawaian sebesar 90 %, realisasi yang dicapai hampir mencapai target
yaitu sebesar 85038 % sehingga persentase Kepuasan Masyarakat /
Penerima Layanan Administrasi Kepegawaian di Kabupaten Blora tahun
2021 dapat tercapai sebanyak 94,49 % atau kategori capaian sangat tinggi
! sangat berhasil. Persentase Kepuasan Masyarakat / Penerima Layanan
Administrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora
tidak dapat mecapai target yang ditetapkan dan kurang sedikit dan tidak
seperti tahun lalu yang melampau target dikarenakan adanya perbedaan cara
mengitung Persentase Kepuasaan Penerima Layanan Administrasi
Kepegawaian dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora. Jika pada
tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2020 menggunakan penghitungan dari isian
kuesioner di website BKD, maka pada Tahun 2021 menggunakan pengisian

kuesioner yang dilakukan kepada beberapa sampel (mengisi kuesioner
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tertulis) dan dengan Teknik Penentuan Sampel berdasarkan Pendapat
Morgan dan Krejcie (1970).

Untuk Sasaran 3 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian
dikarenakan cuma mempunyai 1 (satu) indikator, dapat dikatakan Capaian
Sasaran 3 adalah sebesar 94,49 % yaitu sudah tercapai di atas 90 % atau

kategori capaian sangat berhasil.
IV. Sasaran : Meningkatnya Akurasi Data Administrasi Kepegawaian
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4 dimaksud, maka

dilakukan pengukuran kinerja melalui 1 (satu) indikator sasaran sebagai berikut :
Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja Sasaran 4

Capaian
Capaian t?l'r:r:i:p
Sasaran ; Capaian Tahun ;
Strategis Indikator Kinerja | Target | Realisasi (%) Sebaitinna Akhir
x| e
(2021)
(%)

I = rifise]
Meningkatnya | 1. | Persentase 30 100 111,11 100 90
Akurasi Data Akurasi Data .
Administrasi Kepegawaian :
Kepegawaian (%) ;'

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Sasaran 4: Meningkatnya
Akurasi Data Kepegawaian dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu:

1. Persentase Akurasi Data Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blora menargetkan persentase Akurasi Data Kepegawaian
sebesar 90 %, realisasi yang dicapai dapat melebihi target yaitu sebesar
100 % sedangkan persentase Akurasi Data Kepegawaian di Kabupaten
2021
capaian sangat tinggi / sangat berhasil.

Untuk Sasaran 4 Meningkatnya Akurasi Data Kepegawaian dikarenakan cuma

Blora tahun dapat tercapai sebanyak 111,11 % atau kategori

mempunyai 1 (satu) indikator, dapat dikatakan Capaian Sasaran 3 adalah
sebesar 111,11 % atau kategori capaian sangat berhasil.
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V. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Program dan

Kegiatan Perangkat Daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5 dimaksud, maka

dilakukan pengukuran kinerja melalui 1 (satu) indikator sasaran sebagai berikut

Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja Sasaran 5

T -

Capaian
coin | 415
Sasaran : : | Capaian Tahun
Indikator Ki T ? i
Strategis n r Kinerja arget Realisasi (%) sehalumnya Akhir
(%) Renstra |
(2021)
(%)
' Meningkatnya | 1. | Nilai | B(61) | A(81,41)- | 13346 | A(80,16)- B
| Akuntabilitas | Akuntabilitas | | berdasarkan berdasarkan
| Pengelolaan | Kinerja OPD | penilaian penilaian
‘ Efﬂ'gf'am dan | dari dari i
egiatan inspektorat Inspektorat
Perangkat karena karena |
Daerah : . it |
penilaian | ; penilaian | |
Menpan RB | | Menpan RB | |
belum | belum | i
 keluar _J keluar |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Sasaran 5. Meningkatnya

Akuntabilitas Pengelolaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dengan 1

(satu) Indikator Kinerja yaitu:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Blora

mendapat nilai 61,

realisasi yang dicapai

menargetkan Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD B atau paling tidak
dapat melampaui target yaitu

mendapat nilai B dengan nilai 81,41 sedangkan persentase pencapaian Nilai

Akuntabilitas Kinerja BKD Kabupaten Blora tahun

2021

sebanyak 133,46 % atau kategori capaian sangat tinggi / sangat berhasil.

dapat tercapai

Untuk Sasaran 5 Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Program dan Kegiatan

Perangkat Daerah dikarenakan cuma mempunyai 1

(satu) indikator, dapat

dikatakan Capaian Sasaran 3 adalah sebesar 133,46 % atau kategori capaian
sangat berhasil.
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Capaian Kinerja Setiap Indikator pada Sasaran Strategis berdasarkan Perjanjian

Kinerja, yaitu yang didukung program dan kegiatan oleh Pejabat Administrasi

dan Pengawas di BKD Kabupaten Blora yang ditetapkan dalam perjanjian

kinerja:

Tabel 3.7

Sasaran 1: Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang
dibutuhkan dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi

¥
|
)

Persentase
Keterisian
Formasi CPNS

100%

4

87.5% ‘

87.5%

Sangat Berhasil

Sangat Tinggi /

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen ‘ 100 % Sangat Tinggi /
usulan Sangat Berhasil
Kebutuhan
Formasi CPNS - - -
| Persentase SK 100 % 100 % 100 % Sangat Tinggi /
| CPNS ke PNS . Sangat Berhasil
yang
terselesaikan . o i
Persentase 100 % 100 % 100 % Sangat Tinggi /
Sumpah Janji Sangat Berhasil
PNS
| terselesaikan ] , p—
' Jumlah PNS 4 orang 4 orang 100 % Sangat Tinggi /
| yang mengikuti Sangat Berhasil
Diklat PIM : f
- PIM I
Jumiah peserta 184 orang 192 orang 104,35 % Sangat Tinggi /
yang dikirim diklat ' Sangat Berhasil
| teknis dan '
| fungsional
Jumlah peserta 360 Orang 360 Orang 100% | Sangat Tinggi/
yang dikirim diklat Sangat Berhasil
Prajabatan
! Jumlah 7 kali 6 kali 85,71 % Tinggi / Berhasil |
| pelantikan . (capaian tidak
| pejabat maksimal karena
administrasi/ Pelantikan
fungsional direncanakan

untuk melantik
pejabat sesuai |

Perubahan SOTK |
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| Baru tidak bisa
dilaksnakan di
Tahun 2021 dan
baru di awal

| o | | Tahun2022
Jumlah 150 Jabatan | 599 Jabatan | 39333 % . Sangat Tinggi /
pengangkatan/ Sangat Berhasil
mutasi PNS |
dalam jabatan ) _ ' .

| Jumlah 30 SK 34 SK 113,33% = Sangat Tinggi /
keputusan mutasi Sangat Berhasil
jabatan

| fungsional ) _ .

| Jumlah Calon 18 Orang 18 Orang 100 % Sangat Tinggi /
JPT/JPT yang Sangat Berhasil
mengikuti dilaksanakan)
penilaian

_kompetensi | — o - : )

' Rata-rata . Jumlah Prosentase Capaian 126,44 % | Sangat Berhasil

' Capaian Kinerja Jumlah Indikator

|

Dalam mencapai sasaran yang pertama, Terpenuhinya jabatan

sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan ASN yang memiliki etos

kerja tinggi, diukur dari beberapa indikator dengan pendekatan

peningkatan

kuantitas aparatur, kualitas aparatur dan pemenuhan keterisian jabatan.

Terkait peningkatan kuantitas aparatur, pada Tahun 2021, Pemerintah

Kabupaten Blora menyelenggarakan seleksi CPNS dan PPPK mendapat alokasi
68 formasi untuk penerimaan CPNS, PPPK Guru 822 orang, dan PPPK Tenaga
Kesehatan dan Teknis sebanyak 102 orang. Sedangkan yang terisi sebanyak
868, terdiri dari CPNS 61 orang, PPPK Tenaga Kesehatan dan Teknis 50 orang,
dan PPPK Guru sebanyak 756 orang.. Dari formasi umum dengan jumlah
formasi yang tersedia 68 jumlah CPNS yang terisi tahun 2021 sebanyak 611
orang. Sedangkan untuk PPPK dengan jumlah formasi sebanyak 822 orang guru
yang terisi sebanyak 822 orang dan Tenaga Kesehatan dan Teknis dengan
formasi sebanyak 102 orang yang terisi 50 orang. Dengan demikian dari 992
Formasi ASN yang ada, baik dari CPNS maupun PPPK, yang terisi sebanyak
868 formasi atau sebesar 87,5 %, dengan kategori capaian Sangat Tinggi /
Sangat Berhasil.
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Dari  sisi peningkatan kualitas aparatur dilaksanakan dengan
kediklatan dan peningkatan pendidikan formal. Diklat terdiri dari Diklat Struktural
dan Diklat Teknis dan Fungsional. Selain Diklat tersebut juga ada Diklat
Prajabatan, meskipun dengan adanya Pandemi Covid 19, Diklat Prajabatan tidak
bisa diselenggarakan secara Klasical dan diselenggarakan dengan Metode
Learning Blended. Diklat-diklat tersebut dilaksanakan sesuai dengan target, yaitu
4 orang untuk Diklat PIM yaitu Diklat PIM Il dan yang mengikuti Diklat Pim Ili
juga 4 orang atau tercapai 100 % atau dengan kategori capaian Sangat Tinggi /
Sangat Berhasil. Untuk Diklat Teknis dan Fungsional pada tahun 2021 dengan
target 184 orang yang mengikuti Dlklat Teknis dan Fungsional sebanyak 192
orang atau sebesar 104,35 % dengan kategori capaian Sangat Tinggi / Sangat
Berhasil. Sedangkan untuk Diklat Prajabatan, dari 551 orang CPNS, dikarenakan
keterbatasan anggaran, hanya dapat menyelenggarakan Dlklat Prajabatan untuk
360 orang di Tahun 2021, dan sisanya sebanyak 191 orang di Tahun 2022.
Dengan demikian dari taget yang ditetapkan di Tahun 2021 unyuk Diklat
Prajabatan sebanyak 360 orang dapat diselenggarakan Diklat Prajabatan untuk
360 orang atau dapat tercapai sebanyak 100%. Terkait peningkatan pendidikan
formal, hingga Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Blora membiayai pendidikan
2 orang Dokter Spesialis.

Dalam rangka pengisian jabatan, dilaksanakan melalui mekanisme
yang ada. Jumlah keputusan mutasi jabatan fungsional dari taget sebanyak 30
keputusan dapat terealisasi melebihi target, yaitu sebanyak 34 keputusan
sehingga tingkat capaiannya diatas 100%, yaitu 113,33%. Untuk indikator
Jumlah pengangkatan/ mutasi PNS dalam jabatan pada tahun 2021 dengan
target 150 Jabatan, realisasinya ada 599 Jabatan atau sebesar 393,33 %,
dengan kategori capaian Sangat Tinggi / Sangat Berhasil. Untuk Indikator
Jumlah pelantikan pejabat administrasi/ fungsional dengan target 7 kali, namun
realisasinya hanya 6 kali atau sebesar 85,71 %, dengan kategori capaian tinggi /
berhasil. Capaiannya tidak dapat maksimal sesuai yang ditargetkan karena
Pelantikan direncanakan untuk melantik pejabat sesuai Perubahan SOTK Baru
tidak bisa dilaksnakan di Tahun 2021 dan baru di awal Tahun 2022. Demikian
juga dengan indikator Jumlah Calon JPT/JPT yang mengikuti penilaian
kompetensi, dengan target sebanyak 18 orang, realisasi yang mengikuti 18
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orang atau tercapai sebesar 100 %, dengan kategori capaian Sangat Tinggi /
Sangat Berhasil.

Jika dilihat dari sisi realisasi anggaran maka untuk pemenuhan
keterisian jabatan, yaitu melalui Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi
Pengadaan PNS dan PPPK dengan anggaran sebesar Rp 1.168.000.000,00
dapat terealisasi sebesar Rp 802,379,903.00 atau tingkat realisasi 68,70 %.
Untuk peningkatan kualitas aparatur, dengan dilaksanakannya Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Formal, untuk Sub Kegiatan Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang digunakan untuk Dlklat
Teknis dengan anggaran sebesar Rp 265,932,000,00 dapat terealisasi sebesar
Rp 220,092,600,00 atau tingkat realisasi 82,76 %. Sedangkan untuk Sub
Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan,
yang digunakan untuk Diklat Struktural/Kepemimpinan, Diklat Fungsional, dan
Diklat Prajabatan dengan anggaran sebesar Rp 2,981,117,000,00 dapat
terealisasi sebesar Rp 2,034,504,400,00 atau tingkat realisasi 68,25 %. Dan
untuk pengisian jabatan, yaitu melalui Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN
dengan anggaran sebesar Rp 570,000,000,00 dapat terealisasi sebesar Rp
435,832,000,00 atau tingkat realisasi 76,46 %.

Tabel 3.8

Sasaran 2 : Meningkatnya Disiplin Sumber Daya Aparatur

Jumilah OPD/Unit | 141 OPD/ | 141 orang 100% | Sangat Tinggi/
Ker;a yang menerima L!rnt Kerja | Sangat Berhasil
| presentasi PP 30 ! :
| Tahun 2019 - _ | |

| Penyelesaian Kasus- Sangat Berhasil

Kasus Kepegawaian | ‘

perceraian/perkawinan e =5 ==

Persentase 100 % 100 % 100 % Sangat Tinggi / |

Penyelesaian lzin ’ Sangat Berhasil |

untuk Beristri lebih dari | : : | !
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seorang dan izin
| perceraian - :
Jumiah SKPD yang 200PD | 200PD | 100 % | Sangat Tinggi / ]
disidak Sangat Berhasil
Rata-rata Capaian | Jumlah Prosentase | 100,00%  Sangat Berhasil
Kinerja ' Capaian i
4 . Jumlah Indikator | | |

Sasaran kedua adalah Meningkatnya disiplin sumber daya Aparatur.
Upaya peningkatan disiplin dilaksanakan melalui dua strategi: pencegahan dan
penegakan aturan. Terkait pencegahan, terdapat beberapa Sub Kegiatan:
Presentasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Inspeksi mendadak,
sinkronisasi administrasi penilaian prestasi kerja PNS, dan monev penilaian
prestasi kerja PNS. Sedangkan penegakan aturan, dilaksanakan melalui sidang
penyelesaian kasus kepegawaian dan izin perkawinan dan perceraian. Semua
sub kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan sehingga tingkat
capaian 100%.

Dari sisi realisasi anggaran, Peningkatan Sumber Daya Aparatur melalui
Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN dengan anggaran sejumlah Rp.
105,806,000,00 terealisasi Rp. 71,993,550,00 atau tingkat realisasi 68.04% dan
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN untuk Sosialisasi peraturan
perundang-undangan bidang kepegawaian dengan anggaran sejumiah Rp.
32,590,000,00 terealisasi Rp. 26,503,000,00 atau tingkat realisasi 81.32 %.

Tabel 3.9
Sasaran 3 : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian

100 % Sangat Tinggi / |

Sangat Berhasil |

| Persentase
i penyelesaian usulan

% tugas belajar dan izin
| belajar L
| Jumiah pesertatugas | 2orang | 2orang | 100% | Sangat Tinggi/
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| belajar atas biaya
| pemerintah daerah

' Sangat Berhasil ‘

Jumlah Peserta 0 orang 0 orang - -
Pembekalan Pra
Purna Bhakti PNS B o . ‘
Persentase Usulan 100 % 100 % 100 % Sangat Tinggi / |
Penghargaan Satya . Sangat Berhasil
Lancana Karya Satya | ' | '
yang terselesaikan | . |
' Persentase Usulan 100 % 100 % 100% Sangat Tinggi /
| Karis, Karsu, Karpeg, Sangat Berhasil
dan Taspen yang
terselesaikan o L )
Persentase usulan 100 % 100 % 100 % Sangat Tinggi /
klaim Jaminan Sangat Berhasil
Kecelakaan Kerja i
(JKK) terselesaikan [ /- !
Persentase Usulan 100% 125,17 % 12517 % Sangat Tinggi/
Pemindahan dan | ' Sangat Berhasil |
Pemberhentian yang ;
| terselesaikan o . _
| Jumlah berkas 600 Berkas | 751 Berkas 12517 % | Sangat Tinggi /
| pensiun dan mutasi ' Sangat Berhasil
| yang diusulkan T ae— ” e
| Persentase 100% 100 % 100 % Sangat Tinggi /
Penyelesaian Usulan Sangat Berhasil
Kenaikan Pangkat
PNS | _
Jumlah peserta ujian 149 PNS 148 PNS 99,33 % Sangat Tinggi /
dinas dan kenaikan Sangat Berhasil
pangkat penyesuaian
ijazah yang terlayani:
Jumlah berkas usulan 700 Orang | 683 Orang 97.57 % Sangat Tinggi /
kenaikan pangkat I | - Sangat Berhasil |
Rapat Koordinasi 1 Kali | 1 Kali 100 % Sangat Tinggi /
dan evaluasi Sangat Berhasil
kenaikan pangkat 1 -
kali ! R |
Rata-rata Capaian Jumilah Prosentase 104,29 % Sangat
Capaian Berhasil

i Kinerja

Jumiah Indikator

Sasaran ketiga terkait dengan pelayanan administrasi kepegawaian.

Setidaknya terdapat 11 (sebelas) layanan kepegawaian oleh BKD Kabupaten
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Blora sesuai dengan Tabel di atas. Masing-masing layanan memiliki target yang
harus dipenuhi dalam satu tahun. Semua Indikator dalam pelayanan administrasi
kepegawaian dapat tercapai diatas 90 % atau tingkat capaian Sangat Tinggi /
Sangat Berhasil, meskipun begitu ada dua yang tercapai dibawah 100% yaitu
99,33% dan 97,57% serta ada dua yang tercapai lebih dari 100% yaitu di 125,17
% Rata-rata capaian berada dalam angka 104,29%.

Jika dilihat dari sisi realisasi anggaran Kegiatan Pelayanan
Administrasi Kepegawaian maka untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan
Lanjutan ASN dengan anggaran sebesar Rp 197,000,000,00 dapat terealisasi
sebesar Rp 195,360,000,00 atau tingkat realisasi 99,17 %. Untuk Sub Kegiatan
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai, dengan anggaran sebesar
Rp 33,250,000,00 dapat terealisasi sebesar Rp 22,145,772,00 atau tingkat
realisasi 66.60 %. Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan ada
anggaran yang tidak bisa direalisasikan yaitu Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah untuk Kegiatan Pra Purna Bhakti yang semula akan diadakan kegiatan
Pembekalan Pra Purna Bhakti, namun karena masih adanya PandeminCovid
akhimya kegiatan tersebut tidak bisa dijalankan, dan sudah dikurangi
anggarannya pada saat perubahan APBD yaitu sebesar Rp 80.000.000,00 dari
anggaran semula. Untuk Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi
Pemberhentian, dengan anggaran sebesar Rp 95,000,000,00 dapat terealisasi
sebesar Rp 78,529,000,00 atau tingkat realisasi 8266 %. Dan untuk Sub
Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan anggaran sebesar Rp
145,000,000,00 dapat terealisasi sebesar Rp 119,854,000,00 atau tingkat
realisasi 82,73 %.

Tabel 3.10
Sasaran 4 : Meningkatnya Akurasi Data Kepegawaian

Jumlah File | 8.100 File | 8.100 File 100% | Sangat Tinggi/ Sangat .
| Kepegawaian yang | PMNS PNS Berhasil

terupdate
| Juriah data 8.100 Data | 8.100 Data | 100% | Sangat Tinggi / Sangat
| kepegawaian yang | PNS PNS ‘ Berhasil
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terupdate |

Jumlah 2 Aplikasi | 2 Aplikasi 100% | Sangat Tinggi / Sangat
pemeliharaan _ Berhasil
aplikasi layanan
administrasi
kepegawaian _
| Rata-rata Capaian  Jumlah Prosentase 100 % Sangat Berhasil
' Kinerja ; Capaian

I . Jumlah Indikator

Tertib administrasi kepegawaian, salah satunya melalui tertib data dan file
kepegawaian. Updating wvariabel data dan file kepegawaian dilakukan
menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).
Tingkat updating data Tahun 2021 mencapai 100 %.

Dari sisi realisasi anggaran, Peningkatan Akurasi Data
Kepegawaian melalui Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian dengan
anggaran sejumlah Rp. 224,360,000,00 terealisasi Rp. 182,7086,098,00 atau
tingkat realisasi 81.43%.

Tabel 3.11
Sasaran 5: Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program dan

kegiatan perangkat daerah

Jumlah dokumen 5 dokumen | 5 dokumen i 100%

Sangat Tinggi / Sangat

Laporan keuangan Berhasil

akhir tahun tersusun . N

Jumlah Dokumen 3 dokumen | 3 dokumen | 100% | Sangat Tinggi / Sangat
Fenstra, Renja, dan | Berhasil
Penetapan Kinerja

i e f e .

Jumlah dokumen lakip | 2 dokumen @ 2 dokumen | 100% | Sangat Tinggi / Sangat
dan LKPJ SKPD | _ Berhasil
tersusun I | . )
Rata-rata Capaian . Jumiah Prosentase 100 % Sangat Berhasil

| Kinerja . Capaian | .

1.
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Jumlah Indikator

Sasaran terakhir terkait erat dengan akuntabilitas kinerja dan keuangan
perangkat daerah. Hal ini dimaksudkan agar perangkat daerah turut serta dalam
pencapaian nilai SAKIP Kabupaten Blora melalui penyusunan dokumen
perencanaan hingga pelaporan. Tahun 2021, semua dokumen yang dibutuhkan
dapat tersusun sehingga tingkat capaiannya menjadi 100%.

Dari sisi anggaran, Peningkatnya akuntabilitas pengelolaan program dan
kegiatan perangkat daerah melalui Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran sejumlah Rp. 1,065,920,00
terealisasi Rp. 286,000,00 atau tingkat realisasi 26.83%. Selain itu dengan Sub
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sejumlah Rp. 772,800,00 terealisasi
Rp. 772,800,00 atau tingkat realisasi 100%. serta Sub Kegiatan Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran sejumlah
Rp. 1,117,280,00 terealisasi Rp. 459,000,00 atau tingkat realisasi 41.08%. Untuk
2 (dua) Sub Kegiatan Penyerapan anggaran sangat rendah atau tidak ada 50%,
yaitu untuk Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
dikarenakan uang lembur sudah tidak diperkenankan, maka pada tahun 2021
hanya dianggarkan untuk Makan Minum Lembur dan Fotocopy, sedangkan pada
Tahun 2021 diberlakukan jadwal Work From Home (WFH) mulai pertengahan
tahun dan di awal-awal pemberlakukan WFH untuk BKD adalah yang WFH
100% sehingga tidak memungkinkan diadakan lembur di kantor dan dikerjakan di
rumah jadi anggaran makan lembir untuk 2 (dua) Sub Kegiatan tersebut tidak
terserap karena pelaksanaannya yang sebagian direncanakan bulan-bulan di
peftengahan tahun hingga akhir tahun. Untuk Penyusunan Dokumen
Perencanaan yang tidak terserap yang untuk pemyusunan Renstra dan Renja
serta DPA Perubahan. Dan untuk Penyusunan Laporan Keuangan yang tidak
terserap untuk Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021

sedangtkan yang terserap untuk Penyelesaian Penyusunan Laporan Keungan
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Tahun 2020 di awal tahun. Untuk Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dapet terserap 100
% karena penyusunan Laporan Capaian Kinerja, yaitu Dokumen-Dokumen
SAKIP seperti Perjanjian Kinerja, RKT dan Lakporan Kinerja Instransi
Pemerintah serta LPPD/LKPJ dilakukan di awal tahun semua.

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Setiap Indikator berdasarkan
Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora sebagai
berikut:

Tabel 3.12
Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten E.Iora

5 Tahun 2021 Capaian
Mama Program
Capaian Akhir ; {
Tahu?}uiﬂzﬂ Target | Realisasi % Tahun Kegiatan/Sub | Anggaran

(%) (%) (%) Casian | RPIMD Kegiatan | (Rp)

Indikator

s Realisasi (Rp) | Prosentase

(%)

Persentase | 76 57.60 70 | 121,53 57,60 1  Pregram 570,000 000
Pajabat | | Kepegawaian
sesual | | Ciaerrab § Mutas:
kompetensi | | dan Pramos
| AN

{
| () i i
‘ 435 832 000 76,48

Pengelotaan
Promos ASN

1 2 Program | 2,981,117,000 | 2,034,504,400 | 68.25
Pengembangan
SUmber Daya
Manusia §
Sertifikasi,
Kelembagasn,
Pengembangan
Kampetans:
Manajerial dan
Fungsional /
Penyelenggaraan
Pengambangan
Kompetensi bagi | 1
Fimpinan
Daerah, Jabatan
| Parnplran Tingal,
Jabatan
Fungsional, |
1

Kepemimginan,

e e ] e P L e e BRI )
3 Program 265,932,000 220092600 | 8276

| Pengemibangan
[ | Sumber Daya |
| Manuzea / |
| | Pengembangan |
| Kampeiens:
| Teknis
| | Penyelenggaraan

! Fengembangan
| i B
| Taknis Urmum,
| Inti. dan pilthary
| taagp Jahatan

| Adrninistras

! | Penyelanggara
| Urusan
Pemarintahan
Honbkuren,
Farangkat
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Daerah
Perunjng, dan
Urusan
Pemerintahan
Limnum

Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan
Aparatur

98,70

638,72

BT 5

1 12733

6372

1

Program
Fepegawaian
Dasrah |
Pengadaan,
Pemberhentian
dan Informasi
Kapegawaian
ASN ! Koordinas:
dan Fasilitas
Pengadaan PHNS
dan PPPKE

1,168,000,000 |

802,379,903

68,70

Persentase
panyelesatan
kasus-Kasus
peianggaran
disiplin dan
proses  izin
perkawinan
dan
perceralan

100

100

100

100

Program
Fepegawaian
Ciaeerat ¢
Penifaian dan
Evaluasi Kirera
Aparatur !
Pembingan
[Digiplin AN

105,806,000

71,593 580

68,04

2

FFmgmm

Kepagawaian
Daerah f
Pengembangan
Kompetensi ASN
! Peni tan
Kapasitas Kinerja
ASN

32,590,000

26,503,000

Persentase
Kepuasan
masyarakatf
penerima
layanan
administrasi
kepegawaian

98,9

a0

85,038

94 44

80

1

Erogram
Fepegawaizn
Daerah f
Pengembargan |
Kompetena ASM |
| Pengedalaan |
Pandidikan
Lanpdan ASN

187,000,000

195 360,000 |

99.17

2 Program

Kepegavwaian
Daerah [ Mutas

dan Promosi
ASHN |
Pangelotaan
Kanaikan
Pangkat ASN

145,000,000

119,854 000

82.73

3

Program
FapagEasaan
Daprah
Panilaian dan
Evaluasi Kinarja
Aparatur |
Pangeioln
Pembernan
FPanghargaan
Bag Pegawai

33,250,000

22,145,772

66.60

4 Program

Kepegawakan
Daerah /
Pengadazn,
Pamberhentian
dan informast
Kepegawalan
ASM [ Koordinasi
Pelaksanaan
Pembertientian |

85,000,000

78,529,000

| Persentase
| akurasi data
| kepegawaian
I

100

20

100

e

a0

ilal

A (BD,16) -

| berdasarkan
i

B (61}

AR A1) -
berdasarkan

133,48

BB

i

Pragram

i i waian
Cmersh [
Pengadaar,
Pemberhentan
dan Infonmasi
Kepegawaian
AEMW
Pengalolaan
Data

___Fepegawaian

Pragram
Panunjang
Urusan

1,085,920

224,360,000 |

182,708,048

5143

286,000

26.83
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[Kinera OPD

penilaian penilaian |7 Pemerntahan
¥ : | Dasrah
dari dari i Kabupaten/ats | |
i Perencanaan, {
Inspektorat Inspektorat | Penganggaran, |
karena karena dan Evaluas:
Yk H g Kinera
penitaian | penilaian Perangkat
Dagrah /
Menpan RB Menpan RB Banyusunan
belfum belum Dokumen
1 Perencanaan
keluar keluar | Perangkat
! Dasrah

2 Program 772,800 | 72,800
Panunang
Urusan
Pemarintahan
Daerah

| Habupatenimota /|

{ | Perencanaan {
| Panganggaran,
dan Evaluas

Kireiga

Perangkat

Caerah f

Koardinas darn

[ i Panyusunan

| Laparan Capaian

Hinerja dan

ikhtisar Realisasi

Hinerja SEFD

100

Penunjang
Urusan
Pemerintahan
| Daerah |
i Kabupaten/Kota / i
Administrasi !
Keuangan
Perangkat
| Caerah |
Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan
Hauamngan Akhir
! Tahun SKPD

13 Progam 1,117,280 459,000

41.08

Berdasarkan Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1.

Persentase Pejabat Sesuai Kompetensi tercapai, yaitu dengan target 57,60%
tercapai sebesar 70 % atau tingkat capaian sebesar 121,53 %. Dapat tercapai
sebesar 70 % terdii dari Kualifikasi (tingkat pendidikan), Kompetensi
(pendidikan dan pelatihan), dari Kinerja (SKP), dan Disiplin (dari
hukuman/disiplin). Persentase pejabat sesuai dengan kompetensi dapat
tercapai karena didukung dengan peningkatan kuantitas aparatur, kualitas
aparatur dan pemenuhan keterisian jabatan. Peningkatan Kuantitas Aparatur
ini didorong oleh persentase keterisian formasi CPNS sesuai dengan
kualifikasi pendidikannya. Selain didukung peningkatan kuantitas aparatur
sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, juga didukung oleh peningkatan
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kualitas aparatur, yaitu dengan peningkatan kompetensi melalui pendidikan
dan pelatihan yang diikuti oleh aparatur, baik pendidikan dan pelatihan teknis
dan fungsional maupun dengan pendidikan dan pelatihan struktural, Meskipun
pendidikan dan pelatihan struktural tercapai yaitu target dikiat PIM IIl yang
diselenggarakan tercapai target, tapi dikarenakan adanya keterbatasan
anggaran sehingga tidak bisa menyelenggarakan Diklat PIM I maupun Diklat
PIIM IV. Selain dari pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi juga
dikarenakan adanya penilaian / uji komptensi yang dilakukan dalam rangka
seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama. Uji Kompetensi
juga dilakukan untuk 600 orang pejabat structural dan pelaksana yang sudah
memenuhi syrata, yaitu Golongan llld dan llic, untuk melakukan pemetaan
terhadap kompetensi masing-masing.

Persentase Pejabat Sesuai Kompetensi tercapai, yaitu dengan target 68,72%
tercapai sebesar 87,5 % atau tingkat capaian sebesar 127.33 %. Persentase
Pemenuhan Kebutuhan Aparatur bisa tercapai targetnya karena jumlah dan
jenis formasi yang dibutuhkan dapat terpenuhi. Untuk tahun 2021 Kabupaten
Blora mendapat alokasi 992 formasi terdiri dari Formasi CPNS sebanyak 68
orang, PPPK Guru 822 orang, dan PPPK Tenaga Kesehatan dan Teknis
sebanyak 102 orang. Formasi yang terisi sebanyak 868 formasi terdiri dari
CPNS 61 orang, PPPK Tenaga Kesehatan dan Teknis 50 orang, dan PPPK
Guru sebanyak 756 orang. Jadi dari total formasi CPNS dan PPPK sebanyak
992 formasi yang terisi 868 formasi atau dapat tercapai sebesar 87,5 % atau
mendekati 100 % sehingga pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dikatakan
bisa tercapai, karena sebagian besar formasi yang ada terisi ada pelamarnya.

Persentase Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin dan Proses lzin
Perkawinan dan Perceraian mencapai target karena kasus pelanggaran
disiplin ditahun tersebut sudah bisa diselesaikan secara keseluruhan dan
semua permohonan izin cerai sudah terselesaikan secara keseluruhan. Selain
itu Pembinaan Disiplin juga dapat dilakukan karena dengan Target sebanyak
20 OPD yang disidak dapat tercapai seluruhnya, yaitu pada Tahun 2021
dilakukan Sldak ke 20 OPD.
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4. Persentase Kepuasan Masyarakat / Penerima Layanan Administrasi
Kepegawaian dapat tercapai karena untuk semua kegiatan yang menunjang
pelayanan Admisitrasi Kepegawaian dapat tercapai targetnya, meskipun
masih banyaknya PNS yang kurang paham tentang beberapa aturan
administrasi kepegawaian. Dari Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dapat
terpenuhinya semua dari target 2 orang terpenuhi 2 orang yang ikut tugas
belajar, sedangkan jumiah SK Izin Belajar, Keterangan Belajar, Tugas Belajar,
dan lzin Penggunaan gelar yang terselesaikan sebesar 100 %. Untuk
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN juga tepenuhi semua, baik usulan
kenaikan pangkat terselesaikan semua, atau dapat terselesaikan 100 %
maupun ujian kenaikan pangkat dapat terselesaikan semua dari target 149
orang, yang mengikuti ujian kenaikan pangkat juga 148 orang atau mendekati
target kurang 1 orang saja atau tercapai 99,33 %. Demikian juga dengan
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian juga dapat terpenuhi
semua, yaitu ada 751 keputusan mutasi dan pemberhentian pegawai/ pensiun
dari target 600 keputusan mutasi dan pemberhentian pegawai/ pensiun atau
tercapai sebesar 125,17 % dan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi
Pegawai juga tercapai semua, baik Dalam hal ini semua penerima layanan
administrasi kepegawaian merasa puas dengan pelayanan yang diberikan
karena semua dapat terselesaikan dengan baik, hal ini dapat dilihat juga
berdasarkan hasil survei kepuasan penerima layanan administrasi
kepegawaian dari BKD yang telah mengisi kuesioner sebagai sampel pada
tahun 2021 banyak yang mengisi merasa puas / bahkan sangat puas, dan
sedikit yang mengisi tidak puas. Pada tahun 2021 dengan target 90 % hanya
tercapai 85,038 % atau dengan tingkat capaian 94,49% yaitu di atas 90 %.
Persentase Kepuasan Masyarakat / Penerima Layanan Administrasi
Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora tidak dapat
mecapai target yang ditetapkan dan kurang sedikit dan tidak seperti tahun lalu
yang melampau target dikarenakan adanya perbedaan cara menghitung
Persentase Kepuasaan Penerima Layanan Administrasi Kepegawaian dari
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora. Jika pada tahun sebelumnya,
yaitu Tahun 2020 menggunakan penghitungan dari isian kuesioner di website
BKD, maka pada Tahun 2021 menggunakan pengisian kuesioner yang
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dilakukan kepada beberapa sampel (mengisi kuesioner tertulis) dan dengan
Teknik Penentuan Sampel berdasarkan Pendapat Morgan dan Krejcie (1970).

5. Persentase Persentase Akurasi Data Kepegawaian tercapai, yaitu dengan
target 90 % tercapai sebesar 100 % atau tingkat capaian sebesar 111,11%.
Persentase Akurasi Data Kepegawaian dapat tercapai karena seluruh data
dapat terupdate dikarenakan meskipun bertambah data kepegawaian yang
harus diupdate, namun bisa terupdate semua. Dari target yang telah
ditetapkan yang harus diupdate sebanyak 8 100 data realisasinya mencapai
8.100 data yang sudah terupdate. Terlebih pada Tahun 2021 dilakukan
Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) bagi seluruh PNS. Dengan demikian
Persentase Akurasi Data Kepegawaian dapat tercapai dari target yang
ditetapkan sebesar 100 %.

6. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD pada tahun 2021 dengan target yang telah
ditetapkan yaitu B ( >60=70), Badan Kepegawaian Daerah dapat mencapai
nilai A (Memuaskan), yaitu 8141 berdasarkan penilaian dari Inspektorat
Kabupaten Blora karena penilaian dari Kemenpan RB belum keluar hasilnya.
Sedangkan pada tahun 2020 BKD mendapatkan nilai A (80,16) atau Sangat
Baik. juga berdasarkan penilaian penilaian dari Inspektorat Kabupaten Blora
CC ( =50=60). Semoga dapat lebih meningkatkan di tahun depan untuk
kompenen-komponen penilaian sehingga dapat mendukung pencapaian nilai
akuntabilitas kinerja kabupaten.

Untuk dapat mencapai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan
didukung oleh kegiatan-kegiatan yang ada di Badan Kepegawaian Daerah sesuai
dengan Program dan Kegiatan yang telah dietapkan dalam DPA Badan
Kepegawaian Daerah, yaitu Program Program Pengembangan Sumber Daya
Manusia dan Program Kepegawaian Daerah. Adapun Foto-Foto Kegiatan yang
mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama di Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :
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Gambar 3.3 Persentase Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin dan
Proses lzin Perkawinan dan Perceraian
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Gambar 3.4 Persentase Kepuasan Masyarakat/Penerima Layanan Administrasi
Kepegawaian
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B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
1. Akuntabilitas Keuangan
Jumlah total anggaran Tahun 2021 Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blora pada Tahun 2020 sebesar Rp. 11,553,561,000,00 dengan
realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 9,206,886,082 atau 76.69%,
sehingga capaian akuntabilitas keuangan dalam kategori baik.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora, pada Tahun Anggaran 2021, di
dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 11,553,561,000,00 yang terdiri dari
Belanja Operasi sebesar Rp 11,006,036,000, 00 dengan realisasi penggunaan
anggaran sebesar Rp 8,704,045082,00 atau 79.08 % dan Belanja Modal
sebesar Rp 547,525,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 502 841,000,000 atau
91.84% Anggaran tersebut semuanya bersumber dari APBD Kabupaten.
Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp
4 244 040,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3,731,376,752,00 atau 87.92%
dan Belanja Barang Jasa dengan anggaran sebesar Rp 6,761,996 000,00
dengan realisasi sebesar Rp 4,972 668,330,00 atau 73,54%. Sedangkan Belanja
Modal semuanya terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan
anggaran sebesar Rp 547,525000,00 dengan realisasi sebesar Rp
502,841,000,00 atau 91.84% . Secara Ringkas ringkas penggunaan sebagai
berikut :
» Belanja Operasi sebesar Rp 8,704,045,082,00 yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp 3,731,376,752,00

2. Belanja Barang dan Jasa , sebesar Rp 4,972,668,330,00
» Belanja Modal sebesar Rp 502,841,000,00 yang terdiri dari ;

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, sebesar Rp 502,841,000,00

2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, sebesar Rp 0,00

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora melaksanakan dua
program utama, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program
Kepegawaian Daerah. Dari dua program tersebut, alokasi anggaran sebesar Rp
5,818,055,000,00 sedangkan realisasi keuangan kinerja sebesar Rp
4,190,000,323,00 atau sebesar 72.02 %. Sedangkan Program Penunjang adalah
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Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan

alokasi anggaran sebesar Rp 5,735,506,000,00 sedangkan realisasi keuangan
kinerja sebesar Rp 5,016,885,759,00 atau sebesar 87 .47 %
Adapun rincian realisasi anggaran BKD Kabupaten Blora Tahun 2021

dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.13 Rincian Laporan Realisasi Anggaran Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021

Belanja Operasi 11,006,036,000

1 Belaﬁja Pegawai

4,244,040,000

8,704,045,082  79.08 %

3,731,376,752 87.92 %

a. | Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN 4,200,000 000

3,690,856,752 | 87.88 %

b. | Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor (Honor
Pengelola Keuangan
dan Pengurus Barang)

44,040,000

2  Belanja Barang Jasa

40.520.000 92.01 %

4,972,668,330  73.54 %

a. | Penyusunan Dokumen |
Perencanaan Perangkat |

1,065,920
. Daerah

286,000 | 26.83 %

b. | Koordinasi dan
| Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
' Kinerja SKPD

772,800

772,800

c. | Koordinasi dan
| Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

1,117,280

459,000

d. | Penyediaan Komponen |
| Instalasi
' Listrik/Penerangan
' Bangunan Kantor

6,651,000

e. | Penyediaan Barang
 Cetakan dan
| Penggandaan

19,490,000
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' Penyediaan Bahan
' Bacaan dan Peraturan
- Perundang-undangan

9,620,000

| Penyediaan
. Bahan/Material

124,130,000

' Penyediaan Jasa

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Menyurat

105,959,000

6,290,000

65.38 %

121,024,100

97.50 %

39,432,006

Penyediaan Jasa Surat |

6,000,000 |

5,123,000

37.21

85.38 %

 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

117,650,000

110,051,557

93.54 %

20,820,000

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

331,720,000 |
|

11,441,500

94.95 %

315,048,500

n.

__Pemeliharéan Paralatah"‘ I

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

' dan Mesin Lainnya

112,300,000

76,710,544

94.97 %

68.31 %

5,400,000

3,850,000

Q.

p.

' Pemeliharaan/

' Rehabilitasi Gedung

' Kantor dan Bangunan
| Lainnya

' Koordinasi Pelaksanaan |
| Administrasi ?
Pemberhentian |

91,265,000

51,111,000

7315 %

99.70 %

95,000,000

| Pengelolaan Data

Koordinasi dan Fasilitasi
Pengadaan PNS dan
PPPK

Kepegawaian

1,168,000,000

224,360,000
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Pengelolaan Kenaikan
Pangkat ASN

L. | Pengelolaan Promosi
ASN

u. | Peningkatan Kapasitas S
Kinerja ASN 32,590,000 26,503,000 81.32% |

' Pengelolaan Pendidikan |
Lanjutan ASN

w. | Pengelolaan Pemberian
' Penghargaan Bagi
| Pegawai

119,954,000

|
435,832,000 |

8273 %

76.46 %

145,000,000

570,000,000

<

197,000,000

195,360,000 | 99.17 %
|

33,250,000 22,145,772 66.60 %

Pembinaan Disiplin ASN 105,806,000 71,993,550 | 68.04 %

y. | Penyelenggaraan
Pengembangan ,
| Kompetensi Teknis
Umum, Inti, dan pilihan :
bagi Jabatan :
. Administrasi
| Penyelenggara Urusan 265,932,000 220,092,600
Pemerintahan
Konkuren, Perangkat |
Daerah Penunjang, dan !
Urusan Pemerintahan
Umum

= e e

z. | Penyelenggaraan '
Pengembangan
Kompetensi bagi

82.76 %

Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan

2,981,117,000

2,034,504, 400 68.25%

| Peralatan dan Mesin

' Fungsional,
' Kepemimpinan, dan
Prajabatan
B.  Belanja Modal 547,525,000 | 502,841,000 91.84 %
1. | Belanja Modal 547,525,000 502,841,000 91.84 %
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| a. | Pengadaan Mebel 62,325,000 | 59,680,000 9576 % |
" b. | Pengadaan Peralatan r §
| 4R Masin 442,825,000 401,480,000 9066 % |
: S o |
i ¢. | Pengadaan Sarana dan .

Prasarana Gedung 42,375,000 41,681,000 9836% |

Kantor

2. | Belanja Modal Aset = 0 0
' Tetap Lainnya | 0
~ Total 11,553,561,000 9,206,886,082 | 76,69 %

2. Realisasi Keuangan / Anggaran Kinerja

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora melaksanakan dua program

utama,

Program Pengembangan

Sumber

Daya Manusia dan Program

Kepegawaian Daerah. Dari dua program tersebut, alokasi anggaran sebesar Rp
5,818,055 000,00 sedangkan
4,190,000,323,00 atau sebesar 72.02 %. Sedangkan Program Penunjang adalah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan

realisasi

keuangan

kinerja

sebesar

Rp

alokasi anggaran sebesar Rp 5,735,506,000,00 sedangkan realisasi keuangan
kinerja sebesar Rp 5,016,885,759,00 atau sebesar 87.47 %
Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung

pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut ;

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2021

“ S

_ 2 (3) (4) L (8)
1 | Terpenuhinya | Program 570,000,000 435,832,000 | 76.46
jabatan sesuai | Kepegawaian
] dengan Daerah / Mutasi dan ‘
kompetensi Promosi ASN /
yang Pengelolaan
dibutuhkan Promosi ASN i
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dan ASN yang
memiliki etos
kerja tinggi

Program
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia /
Sertifikasi,
Kelembagaan,
Pengembangan
Kompetensi
Manajerial dan
Fungsional /
Penyelenggaraan
Pengembangan
Kompetensi bagi
Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan
Fungsional,
Kepemimpinan, dan
Prajabatan

2,981,117.000 | 2,034,504.400

I

68.25

Program
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia /
Pengembangan
Kompetensi Teknis /
Penyelenggaraan
Pengembangan
Kompetensi Teknis
Umum, Inti, dan
pilihan bagi Jabatan
Administrasi
Penyelenggara
Urusan
Pemerintahan
Konkuren,
Perangkat Daerah
Penunjang, dan
Urusan
Pemerintahan
Umum

265,932,000

220,092,600

82.76

Program
Kepegawalan
Daerah / Pengadaan,
Pemberhentian dan
Informasi
Kepegawaian ASN /
Koordinasi dan

Fasilitasi Pengadaan |

PNS dan PPPK
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Meningkatnya
Disiplin

Sumber Daya

Aparatur

Program
Kepegawaian
Daerah / Penilaian
dan Evaluasi Kinerja
Aparatur /
Pembinaan Disiplin
ASN

105,806,000

71.993.550

68.04

Program
Kepegawaian
Daerah /
Pengembangan
Kompetensi ASN /
Peningkatan
Kapasitas Kinerja
ASN

32,590,000

26,503,000 |

81.32

Meningkatnya
Pelayanan
Adminsitrasi
Kepegawaian

Program
Kepegawalan

Dagrah /
Pengembangan
Kompetens: ASN /
Pengelolaan
Pendidikan Lanjutan
ASN

197,000,000

195,360,000

99.17

Program
Kepegawaian
Daerah / Mutasi dan
Promosi ASN /
Pengelolaan
Kenaikan Pangkat
ASN

145,000,000

119,954,000

82.73

Program
Kepegawaian
Daerah / Penilaian
dan Evaluasi Kinerja
Aparatur /
Pengelolaan
Pemberian
Penghargaan Bagi

Pegawai

33,250,000

22,145,772

© 66.60

Program
Kepegawaian
Daerah / Pengadaan,
Pemberhentian dan
Informasi _
Kepegawaian ASN / |
Koordinasi
Pelaksanaan

78

95,000,000

78,529,000
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Meningkatnya
Akurasi Data
Administrasi

Kepegawaian

Jumiah

Program
Kepegawaian
Daerah / Pengadaan,
Pemberhentian dan
Informasi
Kepegawaian ASN /
Pengelolaan Data
Kepegawaian

224 360,000

182,706,098

{

4
1

81.43

I

L

|

Program Utama

5,818,055,000

4,190,000,323

72.02

Meningkatnya
Akuntabilitas
Pengelolaan
Program dan
Kegiatan
Perangkat
Daerah

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota /
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah /
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

1,065,920

286,000

26.83

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota /
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah /
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
| Ikhtisar Realisasi

| Kinerja SKPD

772,800

772,800

100
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Program Penunjang 1,117,280 459000 | 41.08
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota /
Administrasi
Keuangan Perangkat
| Daerah / Koordinasi
dan Penyusunan
Laporan Keuangan [
Akhir Tahun SKPD

Program
Penunjang untuk
Meningkatkan
Akuntabilitas

Jumiah 2,956.000 1,517,800 | 51.35

. Program :
Jumiah Penunjang 5.821,011,000 | 4,191,518,123 72,01
Pencapaian Kinerja :

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2021 untuk Pencapaian Kinerja,
yaitu pada 2 {dua) Program Utama untuk menunjang Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora dapat menyerap anggaran sebesar
Rp 4.190,000,323,00 dari target anggaran sebesar Rp 5,818,055,000.00 atau
tercapai sebesar 72,02 %. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi/penyerapan
anggaran pada Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan
realisasifpenyerapan anggaran pada Tahun 2020 sebesar 7,61 % dari 79,63% di
Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 hanya sebesar 72,02

Penyerapan Total Anggaran pada Tahun 2021 mencapai 79,69 %, yaitu
dapat menyerap sebesar Rp 9,206,886,082,00 dari target anggaran sebesar
Rp. 11,553,561,000,00 Penurunan ini dikarenakan untuk Sub Kegiatan Koordinasi
dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dengan anggaran sebesar Rp
1,168,000,000,00 hanya terserap sebesar Rp 802,379,903 00 atau hanya sebesar
68,70 %. Hal dikarenakan untuk Tahapan Kegiatan Pengadaan ASN yang
sifatnya mandatory dari Pusat, tidak bisa diselesaikan di tahun 2021 dan masih
berlanjut di Tahun 2022, yaitu untuk Pengangkatan CPNS, Pengangkatan PPPK
Non Guru, Seleksi Kompetensi PPPK Guru Tahap 3 dan Pengangkatan PPPK

Guru. Dengan demikian karena adanya tahapan Pengadaan ASN yang tidak bisa
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diselesaikan di Tahun 2021, maka anggaran yang telah disediakan untuk tahapan

pengadaan yang tidak dapat diselesaikan tersebut, diantaranya Pengangkatan

CPNS, Pengangkatan PPPK Non Guru, Seleksi Kompetensi PPPK Guru Tahap 3

dan Pengangkatan PPPK Guru tiak dapat terserap karena kegiatannya tidak bisa

dilaksanakan di Tahun 2021 dan akan dilaksanakan di Tahun 2022 untuk
tahapan-tahapan tersebut. Selain Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi

Pengadaan PNS dan PPPK, masih ada Sub Kegiatan yang penyerapannya juga

tidak maksimal yaitu Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi

bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,

Kepemimpinan, dan Prajabatan, yaitu dengan anggaran sebesar Rp

2,981,117,000,00 hanya dapat terserap sebesar Rp 2,034,504 400,00 atau

sebesar 68,25%. Penyerapan Anggaran untuk Diklat Struktural/Kepemimpinan,

Diklat Fungsional, dan Dlklat Prajabatan tidak dapat terserap maksimal dapat

dijelaskan atau dikarenakan hal-hal sebagai berikut ;

- Adanya Pandemi yang menuntut pembelajaran dengan Sistem Blended
Learning diluar rencana sebelumnya, yaitu Klasikal;

- Aturan berkaitan dengan Penggunaan Metode Blended Learning yang
dikeluarkan pada akhir Bulan Januari 2021 setelah Penetapan APBD 2021;

- Pada Pelaksanaan Metode Blended Learning Latsar CPNS dan Pelatihan
Kepemimpinan dimana terdapat agenda Klasikal juga dirubah metodenya
menjadi Daring karena meningkatnya kasus Covid 19 yang susah diprediksi
(fotal dari 9 Angkatan Pelatihan Dasar CPNS ada 4 Angkatan yang
pembelajaranAgneda Klasikal diubah metodenya menggunakan Full
Daring/Klasikal hanya pada saat Seminar) akibatnya untuk anggaran makan
minum, asrama peserta dan perjalanan dinas peserta, mentor, serta BBM
tidak terserap;

- Berkaitan dengan jumlah tenaga pengajar yang ditugaskan pada saat
pembelajaran Pelatiohan Dasar CPNS juga susah diprediksi dari seharusnya,
dari semisal butuh 4 orang Widyaiswara (WIl) hanya diberikan 2 orang Wl atau
bahkan 1 orang WI karena adanya kelangkaan Widyaiswara yang dimiliki
BPSDMD Provinsi Jateng sehingga banyak WI yang mengajar dengan cara
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merangkap, akibatnya untuk Honor Narasumber juga banyak yang belum
terserap maksimal;

- Adanya rencana dari sisa pagu aggaran akan dialihkan untuk
menyelenggarakan sisa 190 orang peserta Latsar CPNS namun tidak jadi
dilaksanakan karena mepetnya waktu penetapan APBD Perubahan dan sudah
ditutupnya kuota pengiriman ke Lembaga Pelatihan dimana ada syarat
pembayaran kontribusi sudah harus dibayarkan maksimal Bulan Agustus
sebelum Peserta mengiktui Pelatihan.

Jika dilihat dari Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Kinerja yang telah
ditetapkan untuk Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora, yaitu bahwa dari
Indikator Kinerja untuk 5 (lima) sasaran yang hampir dapat tercapai semua sesuai
target karena capaiannya melebihi 90% semua atau bahkan ada yang melebihi
maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 27,98 %, yaitu dapat mencapai target
yang telah ditetapkan dengan hanya menyerap anggaran sebesar Rp Rp
4,180,000,323,00 dari anggaran Rp 5,818,055000,00 atau hanya terserap
sebesar 72,02 % sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp
1.628.054.677,00 atau sebesar 27 98 %. Begitu juga apabila ditambahkan
dengan Program Penunjang, yaitu dengan Program yang digunakan untuk
mencapai sasaran kelima Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Program dan
Kegiatan Perangkat Daerah, juga masih terdapat efisiensi anggaran. Walaupun
untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang
mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub
Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, hanya mendapat alokasi anggaran
dengan total anggaran yang sedikit, yaitu sebesar Rp 2,956,000,00 yang
terealisasi atau terserap hanya sebesar Rp 1,517,800,00 atau sebesar 51,35%
namun Target Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Program dan
Kegiatan Perangkat Daerah atau Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai
Akuntabilitas Kinerja OPD juga dapat tercapai melebihi target, sehingga dapat
dikatakan juga terdapat efieinsi anggaran sebesar 48,65%. Untuk ketiga Sub
Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Nilai Akuntabilitas Pengelolaan
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Prrogram dan Kegiatan Perangkat Daerah yang semula berisi uang lembur,
makan, makan lembur, dan fotocopy, sedangkan uang lembur sudah tidak
diperbolehkan jadi hanya terdiri dari makan lembur dan fotocopy. Anggaran tidak
terserap maksimal karena di Tahun 2021 dengan masih adanya wabah covid
diberlakukan jadwal work From Home (WFH), sedangkan untuk BKD Kabupaten
Blora mendapatkan jadwal WFH 100 % sehingga untuk anggaran ketiga sub
kegiatan pendukung capaian nilai akuntabilitas kinerja tidak terserap, yaitu untuk
belanja makan lembur karena pekerjaan dilakukan hanya di kantor pada saat jam
kerja atau dikerjakan di rumah. Yang terserap hanya makan lembur di bulan-bulan
awal sebelum diberlakukan jadwal WFH. Tahun 2021 diberlakukan jadwal Work
From Home (WFH) mulai pertengahan tahun dan di awal-awal pemberlakukan
WFH untuk BKD adalah yang WFH 100% sehingga tidak memungkinkan
diadakan lembur di kantor dan dikerjakan di rumah jadi anggaran makan lembir
untuk 2 (dua) Sub Kegiatan tersebut tidak terserap karena pelaksanaannya yang
sebagian direncanakan bulan-bulan di pertengahan tahun hingga akhir tahun.
Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan yang tidak terserap yang untuk
pemyusunan Renstra dan Renja serta DPA Perubahan. Dan untuk Penyusunan
Laporan Keuangan yang tidak terserap untuk Persiapan Penyusunan Laporan
Keuangan Tahun 2021 sedangtkan vyang terserap untuk Penyelesaian
Penyusunan Laporan Keungan Tahun 2020 di awal tahun. Untuk Sub Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan lkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dapet terserap 100 % karena penyusunan Laporan Capaian
Kinerja, yaitu Dokumen-Dokumen SAKIP seperti Perjanjian Kinerja, RKT dan
Lakporan Kinerja Instransi Pemerintah serta LPPD/LKPJ dilakukan di awal tahun
semua. Meskipun anggaran tidak terserap maksimal tetapi target yang ditetapkan
tercapai dan bahkan untuk Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja melampaui target
dari B tercapai A (81,41) berdasarkan penilaian dari inspektorat, sehingga dapat
dikatakan terdapat efisiensi anggaran. Apabila dilihat secara keseluruhan total
anggaran yang mendukung pencapaian kinerja baik Program Utama maupun
Program Penunjang dengan anggaran total sebesar Rp 5,821,011,000,00 dan
terserap sebesar Rp 4,191,518,123,00 atau 72,01%. Dengan demikian terdapat
efisiensi anggaran sebesar Rp 1,629,492,877,00 atau sebesar 27,99%.
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Demikian juga apabila dilihat dari penyerapan anggaran untuk masing-
masing sub kegiatan yang menunjang program untuk mencapai indikator kinerja
dari kelima sasaran yang telah ditetapkan untuk Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blora. Dapat dikatakan bahwa untuk semua indikator yang telah
ditetapkan untuk masing-masing kegiatan yang menunjang program dalam
pencapaian indikator kinerja kelima sasaran, dapat tercapai semua dengan
kategori tinggi / berhasil, bahkan ada yang melebihi target atau masuk kategori
sangat tinggi / berhasil, untuk yang sedangkan penyerapan anggarannya masih
dibawah target anggaran yang ada atau dapat dikatakan terdapat efisiensi
anggaran. Berikut tabel yang dapat menunjukkan efisiensi anggaran di Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora pada Tahun 2021:

Tabel 3.15 Efisiensi Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2021

Program
Kepegawaian
Daerah /
Pengadaan,
Pemberhentian

1 dan Informasi
ASN ! Koordinasi

dan Fasilitasi
Pengadaan PNS
dan PPPK

1,168,000,000

802,379,903

31.3

Program
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia /
Sertifikasi,
Kelembagaan,
Pengembangan
Kompetensi
Manajerial dan
Fungsional f
Penyelenggaraan
Pengembangan
Kompetensi bagi
Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan
Fungsional,
Kepemimpinan,

2 981,117,000
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| dan Prajabatan

220,082,600 | 8276

| Kepegawaian
| Daerah / Mutasi
| dan Promosi ASN
- | IPengelolaan
| Promosi ASN

Program
Kepegawaian
Daerah /
Pengembangan

| Kompetensi ASN
| | Peningkatan
Kapasitas Kinerja
ASN

570,000,000

435,832,000 | 7646 | 2354
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| 197,000,000

917

0,83

~ IProgram |

| Kepegawaian
Daerah / Mutasi

| dan Promosi ASN

| / Pengelolaan
Kenaikan Pangkat

145,000,000

119,954,000

82.73

1727

22145772

': 133,40

Kepegawaian
Daerah /

e - | Pengadaan,

| Pemberhentian
dan Informasi

: | Kepegawaian

ASN / Koordinasi

| Pelaksanaan

- | Administrasi
_Pem ian

95,000,000
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78,529,000

82.66

17,34




Meningkatnya
Akuntabilitas
Pengelolaan
Program dan
Kegiatan
Perangkat
‘Daerah

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota /
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah / '
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah
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1,065,920 286,000 | 26.83

3,17

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota /
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah /
Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
lkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

772,800 772,800 | 100

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota /
Keuangan
Perangkat Daerah
| Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD

1,117,280 459,000 | 41.08
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BAB IV
PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Badan HKepegawaian Daearah
Kabupaten Blora

Laporan Kinerja Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021
merupakan pertanggungjawaban atas Kinerja instansi pemerintah dalam rangka
mecapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 - 2021 vyang berisi uraian
tentang capaian indikator kinerja kegiastan program dan sasaran yang telah
dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora pada Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blora sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik tentang
keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blora dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Oleh karenanya, LkjIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora ini disusun
dengan mengedepankan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas.

Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Blora sebagai OPD Teknis yanbg
mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian Tugas Bupati dalam Kebijakan
Teknis di Bidang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan. Agar pelaksaanaan
tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan
SDM, Sumber Dana dan Sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka
dapat dikatakan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora dalam
melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran
yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Baik dan Sangat Baik. Hal tersebut
didukung dengan Data Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang
dicapai 113,66 % atau dengan Kategori Sangat Berhasil, dengan rincian
sebagai berikut :
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Trpenhinya Persentase Pemenuhan | 137,01 Sangatngghf 19,1‘-‘?

jabatan Kebutuhan Aparatur (%) Sangat Berhasil
sesuai
dengan |
kompetensi Persentase Pejabat Sesuai | 121,53 Sangat Tinggi/ | (Sangat
yang Kompetensi (%) Sangat Berhasil Berhasil)
dibutuhkan
dan ASN |
yang memiliki E
etos kerja
tinggi
2 | Meningkatnya | Persentase Penyelesaian 100,00 Sangat Tinggi/ 100,00
Disiplin Kasus-Kasus Pelanggaran Sangat Berhasil E {Sangat
Sumber Daya | Disiplin dan proses izin Berhasil)
Aparatur | perkawinan dan perceraian ]
5 (%) l
3 | Meningkatnya | Persentase Kepuasan 94,49 Sangat Tinggi/ 94 49 E
Pelayanan Masyarakat / Penerima Sangat Berhasil {Sangat
Adminsitrasi | Layanan Administrasi Berhasil)
Kepegawaian | Kepegawain |
(%) I
4 | Meningkatnya | Persentase Akurasi Data 111,11 Sangat Tinggi/ 111,11
Akurasi Data | Kepegawaian Sangat Berhasil | (Sangat
Administrasi | (%) | Berhasil)
‘ Kepegawaian 1
5 | Meningkatnya | Nilai Akuntabilitas Kinerja 133,46 Sangat Tinggi/ 133,46 E
| Akuntabilitas | OPD Sangat Berhasil (Sangat
| Pengelolaan Berhasil) 1
Program dan
] Kegiatan i
| Perangkat i
! Daerah
i |
|
Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Sangat Berhasil 113,66 ]

Dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora

selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran rata-rata pencapaian seluruh Sasaran Strategis Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 sebesar 113,66 %
(Sangat Berhasil).

89



LRGP Badan Kepegawaian Dacrah
Kabupaten Blora Tabun 2021

Rata-Rata pencapaian sasaran strategis “Terpenuhinya jabatan sesuai
dengan kompetensi yang dibutuhkan dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi
sebesar 129,27 % (Sangat Berhasil).

Rata-Rata pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Disiplin Sumber
Daya Aparatur” sebesar 100,00% (Berhasil).

Rata-Rata pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Kepegawaian” sebesar 94,49 % (Berhasil).

Rata-Rata pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya  Akurasi Data
Administrasi Kepegawaian" sebesar 111,11 % (Sangat Berhasil).

Rata-Rata pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Akuntabilitas
Pengelolaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah” sebesar 13346 %
(Sangat Berhasil).

Realisasi efisiensi anggaran kinerja Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blora sebesar Rp. 1,629,492,877,00 atau sebesar 27,99%.

B. Permasalahan / Kendala

Adapun permasalahan yang ditemui dalam pencapaian target kinerja

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 adalah sebagai berikut

1.

Dalam  melaksanakan perencanaan kinerja dan penganggaran masih
belum maksimal sehingga berdampak pada keterlambatan dalam pelaksanaan
kegiatan beserta penyerapan anggarannya dalam rangka pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi dinas.

Belum optimalnya pelaksanaan Diklat-Diklat yang dibutuhkan untuk meningkatkan
kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur dikarenakan keterbatasan anggaran
yang disediakan untuk pelaksanakan Diklat-Diklat tersebut, terlebih di Tahun 2021
terdapat Refocusing Anggaran sebagai akibat adanya Pandemi COVID 19, sehingga
banyak anggaran yang dipangkas termasuk anggaran-anggaran untuk Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan.

Masih rendahnya kesadaran dan keaktifan para PNS untuk mengikuti Diklat-Diklat

sesuai dengan tugas dan kompetensinya.
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C.

Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang
Strategi dan Upaya yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora di masa mendatang antara lain:

1.

10.

1.

Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan selektif

agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kepegawaian, Pendidikan,
dan Pelatihan dengan memanfaatkan segala potensi yang ada.

Dilakukan Analisis Kebutuhan Formasi PNS sehingga formasi CPNS sesuai dengan
yang dibutuhkan.

Diselenggarakan Diklat Struktural bagi PNS Daerah khususnya untuk Pejabat
Struktural.

Meningkatkan Kompetensi PNS Daerah dengan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi serta
Diklat Fungsional bagi PNS Daerah.

Pengangkatan PNS dalam Jabatan yang sesuai dengan Kompetensinya dan
Diselenggarakan Seleski Terbuka untuk penilaian kompetensi bagi calon JPT/JPT.
Diselenggarakan Sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan Bidang
Kepegawaian dan Workshop tentang penyelesaian Kasus Kepegawaian dan
Diselenggarakan sidang kasus kepegawaian dan izin perkawinan/perceraian.
Diselenggarakan Inspeksi mendadak ke OPD-OPD, Penilaian Prestasi Kerja PNS,
dan Digunakan persensi online dengan menggunakan finger print atau irish mata.
Memberikan pelayanan yang maksimal dalam pengurusan administrasi kepegawaian,
baik administrasi kesejahteraan pegawai, mutasi kepangkatan, dan pemindahan dan
pemberhentian pegawai.

Menggunakan Aplikasi SIMPEG dan mengupgrade atau mengembangkan aplikasi
tersebut untuk mengupdate data-data dan file kepegawaian terbaru sehingga dapat
memberikan data yang akurat.

Diupayakan untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan program dan
kegiatan di BKD melalui penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun, Renstra, Renja,
dan Penetapan Kinerja serta LKJIP.

Secara umum, pengukuran kinerja Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Blora Tahun 2021 berada dalam kategori Sangat Berhasil. Artinya,
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sasaran yang telah ditetapkan secara umum tercapai. Keberhasilan yang
diperoleh tidak terlepas dari terjalinnya hubungan koordinasi yang baik secara
internal maupun ekstemal dengan lintas sektor di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Blora, seria instansi di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi: BKN
Kanreg | Yogyakarta, BKD Provinsi Jawa Tengah dan LPMP Jawa Tengah
sebagai mitra strategis BKD Kabupaten Biora.

Namun demikian, penetapan indikator dan cara pengukuran masih
perlu ditingkatkan, mengingat penilaian SAKIP Perangkat Daerah, tidak hanya
berfokus pada pencapaian target dan pelaporan. Akan tetapi sejak tahap
perencanaan, penetapan indikator yang baik dengan target yang menantang
pula. Semoga di tahun-tahun selanjutnya Pencapaian Kinerja Badan
Kepegawaian Daeran Kabupaten Blora dapat lebih baik lagi.

Blora, 7 Februari 2021

NIP. 19670610 199403 1 003



